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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat
Rahmat dan karunia Hidayah-Nya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Bima mampu melaksanakan kinerjanya melalui Program dan Kegiatan
Tahun 2019.

Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima Tahun
2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
selama kurun waktu Tahun Anggaran 2019. Secara garis besar Laporan Tahunan ini
menyajikan berbagai capaian kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Bima sepanjang tahun 2019, tantangan dan permasalahan serta upaya

dan solusi dalam rangka pemantapan pengawasan obat dan makanan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas
tersusunnya laporan tahunan ini. Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk
perbaikan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima di tahun

mendatang.

Akhir kata semoga Laporan Tahunan Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Bima Tahun 2019 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengawasan obat dan

makanan.

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Bima

Yogi Abaso Mataram, $.Si., Apt.
NIP. 19810124 200912 1 002
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A. PENDAHULUAN

1.

Gambaran Umum Institusi

Kemajuan teknologi di bidang obat dan makanan di era
revolusi telah membawa perubahan-perubahan yang
cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat tradisional,
suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Dengan
kemajuan teknologi tersebut, produk-produk obat dan
makanan dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat
secara luas dan menjangkau seluruh lapisan masyrakat.
Seiring dengan banyaknya produk obat dan makanan yang
ditawarkan dapat mempengaruhi gaya hidup masyrakat
dalam mengkonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan
masyarakat masih belum memadai untuk dapat menyeleksi
dan mengaplikasikan produk secara tepat dan aman. Untuk
mitigasi permasalahan  yang berkaitan dengan
pengawasan obat dan makanan, melalui Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah non Departemen, dibentuk Lembaga
Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Presiden

yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan
Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintah  di bidang
pengawasan obat dan makanan. Tugas, fungsi dan
kewenangan BPOM diatur dalom Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001, dimana dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya BPOM dikoodinasikan oleh Menteri Kesehatan
khususnya dalam perumusan kebijakan yang berkaitan
dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan

dimaksud.

Sistem  pengawasan  obat  dan  makanan  yang

1



diselenggarakan oleh BPOM terdiri dari penilaian (pre-
market evaluation) dan pengawasan setelah beredar (post-
market confrol). Penilaian (pre-market evaluation) yang
merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor
izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan
kepada konsumen. Pengawasan setelah beredar (post-
market control) untuk melihat konsistensi mutu produk,
keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan
melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang
beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilon dan

pengawasan label/penandaan dan iklan.

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional
pengawasan obat dan makanan di Lingkungan BPOM,
dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas
melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang
pengawasan obat dan makanan sesuadi  ketenfuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klasifikasi
UPT BPOM terdiri atas Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (Balai Besar POM), Balai Pengawas Obat dan
Makanan (Balai POM) dan Loka Pengawas Obat dan
Makanan (Loka POM).

. Tugas dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai Peraturan
Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM mempunyai
tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas
produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan
sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertfifikasi produk,

pengambilan contoh (sampling), dan



pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan,
pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan
masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang
pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan
urusan

tata usaha dan rumah tangga.



Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan

makanan, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan

fungsi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan

Badan POM No. 12 Tahun 2018, yaitu

penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan

Obat dan Makanan;

a. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat
dan Makanan;

b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas  distribusi
Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan
kefarmasian;

c. pelaksanaan sertifikasi  produk dan sarana/fasilitas
produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan
Makanan;

e. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;

f. pelaksanaan inteljen dan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan
di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

g. pengelolaan  komunikasi, informasi, edukasi, dan
pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat
dan
Makanan;

h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengawasan Obat dan Makanan;

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Badan.

3. Visi dan Misi



Sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Visi
dan Misi Loka POM di Kabupaten Bima selaras dengan Visi
dan Misi Badan POM. Adapun Visi BPOM yaitu:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan

Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, BPOM menjalankan

misi, yaitu:

a. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;

b. Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan
serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan;

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

. Budaya Organisasi

Budaya Organisasi Badan POM tertuang dalam nilai-nilai
dasar yang tumbuh dan berkembang menjadi ciri khas dan
karakter dari organisasi BPOM sehingga terpatri dalam jiwa
dan semangat seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan
berkarya. Adapun budaya kerja BPOM antara lain sebagai
berikut:
a. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas,
objektivitas, ketekunan dan komitmen yang finggi.
b. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
c. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas,
nasional dan internasional.
d. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan

komunikasi yang baik.



e. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai
dengan perkembangan iimu pengetahuan dan kemajuan

teknologi terkini.



f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

5. Stuktur Organisasi
Secara garis besar, struktur organisasi Loka POM terdiri atas
Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur
organisasi Loka POM di Kabupaten Bima ditunjukkan pada

Gambar 1.

YOGI ABASO MATARAM, S.SI, APT.
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN BIMA

ELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten

Bima

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok

Jabatan Fungsional Loka POM di Kabupaten Bima terdiri dari

a. Bidang Penindakan, bertugas melakukan fungsi intelijen
dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
pengawasan obat dan makanan;

b. Fungsi Kedeputian 1, bertugas melakukan inspeksi



sarana/fasilitas  dan/atau  distribusi - obat, narkotik,
psikotropik dan precursor dan sarana/fasilitas pelayanan
kefarmasian, dan pengambilan contoh (sampling
produk obat) serta melakukan pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat, serta
penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang
pengawasan obat, narkotik, psikotropik dan prekursor;

c. Fungsi Kedeputian 1, bertugas melakukan inspeksi dan
sertifkasi sarana/fasilitas dan/atau produksi dan distribusi
kosmetik, obat fradisional dan suplemen kesehatan,
serta pengambilan contoh (sampling produk obat
tradisional dan suplemen Kesehatan) serta melakukan
pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan
pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi
pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat
tradisional dan suplemen kesehatan;

d. Fungsi Kedeputian 3, bertugas melakukan inspeksi
sarana/fasilitas dan/atau produksi dan distribusi pangan
olahan, dan pengambilan contoh (sampling pangan
olahan) serta melakukan pengelolaan komunikasi,
informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat, serta
penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang
pengawasan pangan olahan;

e. Bagian Tata Usaha, bertugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana, program dan anggaran,
pengelolaan keuangan dan barang milk negara,
teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan,
pengelolaan kepegawaian, penjaminan mutu, tata
laksanan, kearsipan, tata persuratan dan

kerumahtanggan.

6. Kegiatan Utama
Sebagai upaya dalam mencapai  tujuan  organisasi
sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi BPOM,
Kegiatan utama yang diselenggarakan oleh Loka POM di
8



Kabupaten Bima yaitu melaksanakan program pengawasan
obat dan makanan melalui pengawasan terhadap sarana
produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling,
pengujian sederhana dengan menggunakan tes kit cepat
(rapid test kit), penegakan hokum di bidang obat dan
makanan, penyuluhan dan pembinaan kepada pemangku

kepentingan.

. Kegiatan Prioritas Tahun 2020

Kegiatan prioritas yang telah ditetapkan Loka POM di
Kabupaten Bima merupakan bagian dari kegiatan utama
yang diuraikan secara terperinci dan spesifik, meliputi

a. Peningkatan pengawasan mutu Obat dan Makanan yang
beredar melalui prioritas sampling, termasuk pengawasan
label dan iklan/promosi.

b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan sarana
produksi dan distribusi obat dan makanan, termasuk
pemantauan tindak lanjut/rekomendasi hasil
pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan dan
pemantauan keputusan/rekomendasi hasil pemeriksaan
yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

c. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di
bidang obat dan makanan.

d. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyebaran
informasi dan penyuluhan/bimbingan, serta peningkatan
partisipasi masyarakat.

e. Perkuatan kapasitas Loka POM di Kabupaten Bima melalui
koordinasi dan advokasi lintas sektor untuk mempertajom
program-program yang berkaitan dengan pengawasan
obat dan makanan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat/



B. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN
1. Lingkungan Eksternal
a. Data Umum Wilayah Kerja
Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di
Kabupten Bima terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu
Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.
Akan halnya lokasi kerja, terletak di wilayah Kabupaten
Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat
tahun 2016, total luas wilayah kerja Loka POM di
Kabupaten Bima sebesar 6921,5 km2 atau 34,34% dari luas
daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 20.153,15 km2.
Luas wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima

dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah Pengawasan Loka POM di

Kabupaten Bima

Kabupaten Bima 4389,4 21,78
Kota Bima 207,5 1,03
Kabupaten Dompu 2324,6 11,53
Total 6921,5 34,34

Jumlah penyebaran kecamatan, kelurahan / desa dan
jumlah penduduk di wilayah kerja Loka POM di Kabupten
Bima berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi NTB Tahun 2018 seperti pada Gambar 2.
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Kabupaten Dompu
-8 Kecamatan
- 81 Kelurahan/Desa

Kota Bima
-5 Kecamatan
-41 Kelurahan/Desa

Sumber:

1. Kabupaten Bima Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Bima

2. Kota Bima Dalam Angka 2020, BPS Kota Bima

3. Kabupaten Dompu Dalam Angka 2020, BPS Kabupaten Dompu

Gambar 2. Jumlah Kecmatan dan Kelurahan Desa Tiap
Kabupaten/Kota

Jalur transportasi yang digunakan untuk menyusuri wilayah
kerja Loka POM di Kabupaten Bima adalah jalur darat.
Adapun waktu tempuh yang dibutuhkan dari Kantor
menuju wilayah kerja di Kabupaten/Kota berkisar 1 -2 jam
untuk Kota Bima, 1 - 6 jam untuk Kabupaten Dompu dan
maksimal 6 jom untuk Kabupaten Bima. Namun, jika
perjalanan ditempuh dari Kantor Balai Besar POM di
Mataram yang berjarak + 450 km dari kantor Loka POM di
Kabupaten Bima, maka perjalanan dapat ditempuh
melalui jalur udara selama * 1 jam dan jalur darat dan laut

selama £ 12 jam.

. Data Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, total
jumlah penduduk yang tersebar di Kabupaten / Kota di
wilayah kerja Loka POM di Kabupten Bima sebanyak
890.761 jiwa. Adapun jumlah penduduk tersebut dirincikan
sebagai berikut; Kabupaten Bima sebanyak 478.967 jiwa;
Kota Bima sebanyak 166.407 jiwa; dan Kabupaten Dompu
sebanyak 245.387 jiwa.
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Dari data hasil sensus penduduk tahun 2010, rata-rata laju
pertumbuhan penduduk per tahun di Kabupaten Bima
sebesar 1,05%. Sementara rata-rata laju pertumbuhan
penduduk di Kota Bima per tahun 2,03%. Adapun
Kabupaten Dompu memiliki rata-rata laju perfumbuhan

pendudukan sebesar 1,44 %/tahun.

Angka melek huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas
di Provinsi NTB sebesar 87,06% dengan komposisi 92,1% laki-
laki dan 85,5% perempuan. Angka tertinggi melek huruf
terdapat di Kota Bima.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Sekolah
Dasar menurut Kabupaten Kota dari data BPS Provinsi NTB
tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-
Guru Sekolah Dasar menurut Kabupaten Kota

Kabupaten Jumlah Jumlah Jumlah Rasio Muri

/ Kota Sekolah Murid Guru Guru

Kabupaten 413 56.171 2.879 19,51
Bima
Kota Bima 164 44.226 1.624 27,23
Kabupaten 215 31.487 1.473 2.138
Dompu

c. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota
Sasaran pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima
meliputi sarana produksi dan distribusi obat, makanan,
obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan serta
sarana pelayanan kefarmasian. Total jumlah sarana
produksi yang diawasi sebanyak 125 sarana dan sarana

distribusi sebanyak 1067 sarana. Adapun jumlah sarana
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yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Bima dirinci

pada Tabel 3.
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Tabel 3. Jumlah Sarana UPT Loka POM di Kabupaten Bima

No Jenis Sarana

Kota Bima

Sarana Produksi Obat dan Makanan

1 IRTP 60 104 94 258
2 MD 1 6 8 15
3 Ind Kos 1 0 3 4
4 UMOT/UKOT 1 7
Sarana Distribusi Obat dan Makanan
5 DM 160 150 150 460
6 DK 11 17 14 42
7 DOT 14 23 45 82
8 PBF 1 0 1 2
9 APT 24 36 50 110
10 TO 6 1 11 18
11 IFP 1 1 1 3
12 RS 2 2 3 7
13 PKM 9 21 7 37
14 Klinik 1 1 7 9
Total 395 292 371 1058

2. lLingkungan Internal

Infrastruktur

UPT Loka POM di Kabupaten Bima turut serta aktif berkontribusi
dalam bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah
pengawasan bagian fimur provinsi NTB. Dalam rangka
mendukung pencapaian efektifitas pengawasan obat dan
makanan dan unfuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara optimal, Loka POM di Kabupaten Bima
ditunjang dengan fasilitas/infrastruktur yang cukup memadai.
Infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bima dapat
dilihat pada Gambar 3.
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Lokasi
JI. Sultan Salahudin, Desa Panda,
Kec. Palibelo, Kabupaten Bima

16,5 KVA

%“%
@ Sumber Air
C’@ Air Pompa
'?d
_
l

Telekomunikasi
1 Line Telepon (0370) 6647512

lokapomdikabbima@gmail.com
Loka_bima@pom.go.id

h (5000 m2)
(416 M3

Internet
Indihcme 1 Line 20 Mbps

Tipe 36/100 Status Sewa

1 Unit Mobil Laboratorium Keliling
(status: Dipinjomkan dari BBPOM
Mataram)

1 Unit Mobil Operasional APV
(status: Dipinjomkan dari BBPOM
Mataram)

1 Unit Motor Honda Supra X
(status: Dipinjamkan dari BBPOM
Mataram)

Sosial Media

I1G : lokapombima

FB : Loka POM Bima

Youtube : LOKA POM DI KABUPATEN BIM,

Gambar 3. Infrastuktur Loka POM di Kabupaten Bima

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun

2019 adalah 21 orang terdiri dari 4 PNS,

12 Calon PNS, 1

Pramubakti Teknis, dan 3 Pramubakti Non Teknis. Adapun

klasifikasi pegawai Loka POM di Kabupaten Bima per 31

Desember 2020 berdasarkan kualifikasi Pendidikan dapat

dirinci pada Gambar 4.

JUMLAH SDM LOKA POM DI KABUPATEN BIMA

12

10

PNS CPNS

mS2 mProfesi

S1/DIV

PRAMUBAKTI TEKNIS ~ PRAMUBAKTI NC

DIll mSLTA/Sederajat
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Gambar 4. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Bima
Tenaga PNS terdiri dari 14 orang terdiri dari 1 orang sebagai
Kepala Loka dan 13 orang sebagai Kelompok Pejabat
Fungsional. 1 Kelompok Jabatan Fungsional Umum. Adapun
Tenaga Kontrak terdiri dari 1 orang Pramubakti Teknis yang
membantu di bagian administrasi dan 4 orang Pramubakfi

Non Teknis terdiri dari 1 pengemudi dan 3 Satpam.

Sumber Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bima bersumber dari DIPA
Balai Besar POM di Mataram Tahun Anggaran 2020 yang
berasal dari Rupiah Murni, yakni sebesar Rp 882.076.00.

Realisasi Anggaran

Sepanjang tahun 2020, capaian realisasi anggaran yang
diserap untuk penyelenggaraan program di  bidang
pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di
Kabupaten Bima sebesar Rp 877.443.115 (99.47°%).

Daftar Inventaris Kantor

Terkait dengan Inventaris barang, saat ini Loka POM di
Kabupaten Bima telah memiliki beberapa meubelair dan
perlengkapan perkantoran dalom jumlah yang cukup bagi

seluruh staf.

Tabel 4. Daftar Meubelair dan Perlengkapan Kantor Loka
POM di Kabupaten Bima

No. Nama Barang Jumiah
] Lemari Besi/Metal 2
2 Lemari Kayu 1
3 | Filing Cabinet Besi 4
4 | Alat Penghancur Kertas 1
5 | Mesin Absensi 1
6 LCD Projector/Infocus 1
7 | Teralis 40
8 | Meja Kerja Kayu 1
9 Kursi Besi/Metal 105
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10 | Meja Komputer 3
11 | Tempat Tidur Kayu 4
12 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1
13 | Lemari Es 1
14 | A.C. Split 10
15 | Kipas Angin 2
16 | Reach In Frezzer 1
17 | Kompor Gas (Alat Dapur) 1
18 | Televisi 3
19 | Tangga Aluminium 1
20 | Dispenser 1
21 | Vertikal Blind 24
22 | Microphone/Wireless MIC 2
23 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 2
24 | Rak Peralatan 1
25 | Camera Digital 2
26 | Facsimile 1
27 | Water Bath (Alat Laboratorium Umum) 1
28 | Oven (Alat Laboratorium Umum) 1
29 | Tripod 1
30 | Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan) 1
31 | Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi) 2
32 | Humidity Chamber 2
33 | Alat Pemadam Kebakaran 4
34 | Fumehood 1
35 | Hot Plate Stirer 1
36 | Refrigerator/Freezer 1
37 | P.C Unit 2
38 | Note Book 5
39 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 5
39 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 5
Untuk menunjang kegiatan di bidang pengujion dengan
menggunakan Rapid test kit, Loka POM di Kabupaten Bima
memiliki perlengkapan laboratorium yang mencukupi untuk
kegiatan pengujian sederhana.
Tabel 5. Daftar Alat Gelas dan Perlengkapan Laboratorium
Loka POM di Kabupaten Bima
No. Nama Jumlah
1 Pipet Volume 0,5 mL 1
2 | Pipet Volume 1 mL 10
3 Pipet Volume 2 mL 11
4 | Pipet Volume 3 mL 11
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5 | Pipet Volume 4 mL 1

6 | Pipet Volume 5 mL 11
7 Pipet Volume 6 mL 1

8 | Pipet Volume 7 mL 1

9 Pipet Volume 8 mL 1

10 | Pipet Volume 9 mL 1

11 | Pipet Volume 10 mL 10
12 | Pipet Volume 15 mL 1

13 | Pipet Volume 20 mL 5
14 | Pipet Volume 25 mL 5
15 | Buret 25 mL 3
16 | Buret 50 mL 3
17 | Gelas Ukur 10 mL 13
18 | Gelas Ukur 50 mL 13
19 | Labu Ukur (tutup plastik) 500 mL 5
20 | Labu Ukur (tutup plastik) 5 mL 10
21 | Labu Ukur (tutup kaca) 5 mL 5
22 | Labu Ukur (tutup plastik) 10 mL 10
23 | Labu Ukur (tutup kaca) 10 mL 5
24 | Labu Ukur (tutup plastik) 20 mL 10
25 | Labu Ukur (tutup plastik) 25 mL 10
26 | Labu Ukur (tutup kaca) 25 mL 5
27 | Labu Ukur (tutup plastik) 50 mL 10
28 | Labu Ukur (tutup kaca) 50 mL 5
29 | Labu Ukur (tutup plastik) 100 mL 10
30 | Labu Ukur (tutup kaca) 100 mL 5
31 | Labu Ukur (tutup Plastik) 200 mL 3
32 | Labu Ukur (tutup Plastik) 250 mL 5
33 | Labu Ukur (tutup Plastik) 1000 mL 5
34 | Labu Ukur (tutup Plastik) 2000 mL 3
35 | Erlenmeyer 500 mL 10
36 | Erlenmeyer 250 mL 16
37 | Edenmeyer 100 mL 12
38 | Mortar 6
39 | Tabung reaksi Besar 35
40 | Tabung reaksi Kecil 36
41 | Gelas Beaker 500 mL 13
42 | Gelas Beaker 250 mL 17
43 | Gelas Beaker 100 mL 13
44 | Gelas Beaker 50 mL 17
45 | Gelas Beaker 30 mL 17
46 | Gelas Beaker 25 mL 15
47 | Gelas Beaker 20 mL 5
48 | Gelas Beaker 10 mL 5
49 | Corong Kaca S
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50 | Cawan Petri 1
51 | Pengaduk Kaca Panjang 2
52 | Pengaduk Kaca Pendek 10
53 | Spatula stainless 10
54 | Pipet Tetes 29
Tabel 6. Daftar Rapid Test Loka POM di Kabupaten Bima
No. Nama Jumlah
1 Rapid Test Rhodamin B 8
2 | Rapid Test Boraks 9
3 | Rapid Test Formalin 8
4 | Rapid Test Porcine (Pork Detection Kit) 6
5 | Rapid Test Methanyl Yellow 8
6 | Rapid Test Mercury 3
7 | Rapid Test Arsenic 3
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C. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

A. Sampling dan Pengujian Produk Obat dan NAPPZA dari DIPA

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari
pengawasan post market untuk memastikan Obat yang beredar
memenuhi standar atau persyaratan. Sesuai Keputusan Kepala Badan
POM RI No. HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman
Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, maka pelaksanaan sampling
didasarkan pada analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan
produk yang beredar (sampel random/acak) kemudian dilakukan evaluasi
produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji
laboratorium guna mengetahui Obat diperedaran memenuhi syarat mutu,
keamanan dan khasiat/manfaat.

Seiring dengan berjalannya waktu tantangan dalam melakukan
pengawasan post market semakin beragam antara lain peningkatan
jumlah penggunaan Obat sehubungan dengan kemudahan akses dalam
skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revolusi industri 4.0,
peredaran produk bioteknologi/ biopharmaceutical, resistensi antibiotik,
hingga penyakit ATM (AIDS, Tuberculosis, Malaria) yang masih menjadi
endemik di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai bentuk pengawalan
terhadap target RPIJMN 2020-2024, dilakukan penajaman strategi
sampling acak agar hasilnya dapat lebih mewakili profil mutu Obat
beredar di Indonesia. Obat JKN juga tetap menjadi fokus pengawasan
dengan mendapatkan prioritas lebih besar.

Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2020 pada Badan POM RI,
sesuai dengan surat Plt Sekretaris Utama Nomor : B-
PR.03.03.2.21.04.20.271 tanggal 17 April 2020, maka dilakukan
pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Obat
sekitar 50 %. Sehingga target sampling dan pengujian yang semula 99
sampel menjadi 57 sampel dengan proporsi 45 sampel acak dan 12
sampel targeted. Hasil sampling produk terapetik tahun 2020 terealisasi
seluruhnya (100,00%). Rincian target dan realisasi sampling Obat tahun
2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Sampling Obat Tahun 2020

No. | eni Sampel sesoal ot | 0 | Roalscs | e ir
5=(4/3 x
1 2 3 4 "(’0{%)
1 | A. Sampling Acak 45 45 100%
1. JKN 23 23 100%
2. NON JKN 22 22 100%
2 | B. Sampling Targeted 12 12 100%
1. Sampling Kasus 4 4 100%
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2. Sampling Hulu obat JKn 7 7 100%
dan Program
3. Somphng Rokok dan 1 1 100%
Ruang Lingkup
3 | Total Target Sampling 57 57 100%

Adapun hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian sampel dari
Loka POM di kabupaten Bima yang diuji di laboratorium Obat BBPOM
Mataram adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian Laboratorium Produk

Obat
Hasil Pemeriksaan Label dan
Metode Asal Pengujian Laboratorium
Komoditi : Target | Realisasi TMK L MK L
sampling Sampel TMK L &
& & TMS T™S M MS
MS M M
Targeted 'a‘i"é?nff'v' 12 12 0 0 0 12
Obat
Random | LOKaPOM | 45 45 0 0 0 45
di Bima
Jumlah 57 57 0 0 0 57

B. Pemeriksaan Sarana Distribusi

dan Pelayanan Produk ONPP
(Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor)

Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan ONPP bertujuan
untuk mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta penerapan Cara Distribusi Obat
yang Baik (CDOB) oleh sarana guna menjamin keamanan, mutu dan
khasiat obat. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada
kajian analisis risiko, vyaitu diprioritaskan pada sarana dengan
riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (temuan kritis, mayor
dan minor serta temuan produk obat ilegal atau penyaluran obat ke
sarana yang tidak berhak), sarana yang sudah lama tidak dilakukan
pemeriksaan (3 tahun belum diperiksa), sarana baru ataupun kasus
khusus (Peringatan dari Badan POM RI, tindak lanjut hasil uji sampel TMS,
surat recall, dan lain-lain).

Pemeriksaan sarana hanya dilakukan pada sarana distribusi dan
pelayanan ONPP karena di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada sarana
Industri Farmasi. Dari 178 sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian
yang ada, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 57 sarana dengan
cakupan pemeriksaan sebesar 32,02%. Pemeriksaan dilakukan oleh Loka
POM di Bima. Jumlah, target dan hasil pemeriksaan terhadap sarana
distribusi dan pelayanan obat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
berdasarkan lokus pemeriksaan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Oba
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No Jenis Jumlah Sarana Target Realisasi % Cakupan*

Sarana Loka Loka Loka Loka
1 PBF 2 2 2 100
2 IFP 3 3 3 100
3 RS 7 5 2 40
4 Klinik/BP 9 5 1 20
5 PKM 37 20 10 50
6 Apotek 110 21 39 185,7
7 Toko Obat 10 0 0 0
178 56 57 32,02

Keterangan: % Cakupan dihitung berdasarkan realisasi pemeriksaan dibandingkan target.

Realisasi pemeriksaan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebesar
32,02% atau terealisasi 57 sarana dari target 56 sarana karena dilakukan
penambahan cakupan target terhadap sarana pelayanan obat yang baru
beroperasi untuk memastikan pengelolaan obat telah sesuai peraturan dan
sarana pelayanan obat yang belum pernah diperiksa pada tahun
sebelumnya.

Hasil pemeriksaan terhadap 57 sarana diperoleh hasil 19 sarana
(33,33%) Memenuhi Ketentuan (MK) dan 38 sarana (66,66%) Tidak
Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian hasil pemeriksaan untuk masing-
masing lokus pemeriksaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan Obat

No Jenis Sarana Hasil MK Hasil TMK % MK
Sarana Diperiksa

Loka Loka Loka Loka
1 PBF 2 0 2 0
2 IFP 3 0 3 0
3 RS 2 1 1 50
4 Klinik/BP 1 0 1 0
5 PKM 10 3 7 30

6 Apotek 39 15 24 38,46
7 Toko Obat 0 0 0 0

57 19 38 44,23

Temuan pada sarana yang TMK dikelompokkan menjadi temuan
pelanggaran CDOB, temuan administrasi, temuan obat keras, produk
TIE/recall, produk ED/rusak, dan temuan penyimpanan/HS.

Tabel 3.5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi dan Pelayanan

Obat
. P PK1 PK2 PSK Pengamanan Rekomendasi

No | Jenis Sarana Loka Loka Loka Loka gI_oka Loka

1 PBF 2 = = = = -

2 IFP 3 - - - - -

3 RS 1 = = = = -

4 Klinik/BP 1 - - - - -

5 PKM 7 = = = = -

6 | Apotek 22 - - - - -

7 | Toko Obat 0 = = = = -

Keterangan: P=Peringatan, PK1=Peringatan Keras, PK2=Peringatan Keras 2, PSK=Penghentian
Sementara Kegiatan

Tindakan terhadap temuan produk yang TMK (tanpa ijin edar, recall,
mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya, rusak dan atau
kedaluwarsa) adalah pemusnahan oleh pemilik dengan disaksikan oleh
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petugas Balai Besar POM. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga
membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMK
dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila kembali
melakukan pelanggaran.

2. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional
A. Sampling dan Pengujian Sampel Obat Tradisional

Kegiatan sampling dan pengujian bertujuan agar Obat Tradisional
yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat,
sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sesuai Keputusan Kepala Badan
POM RI No. HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman
Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan, maka dilakukan
pengambilan sampel secara acak/ random dan juga dialokasikan untuk
mengakomodir pengawasan yang merupakan sampel purprosive serta
untuk mengawal kepatuhan produsen dalam rangka penerapan Cara
Pembuatan yang baik. Sampel yang telah disampling dilakukan evaluasi
produk yang meliputi izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji
laboratorium guna mengetahui Obat Tradisional diperedaran memenuhi
syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2020 pada Badan POM RI,
sesuai dengan surat Plt Sekretaris Utama Nomor : B-
PR.03.03.2.21.04.20.271 tanggal 17 April 2020, maka dilakukan
pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian Obat
Tradisional sekitar 50 %. Sehingga target sampling dan pengujian sampel
Obat Tradisional 42 sampel Loka POM di Bima. Total sampel Loka POM
12 sampel targeted dan 30 sampel acak, realisasi sampling dan pengujian
sampel Obat Tradisional sebesar 101,39% karena sampel dari Loka POM
targeted 16 sampel.

Beberapa kendala dalam sampling Obat Tradisional, yaitu :

a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Obat Tradisional
jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal
kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang
dengan nomor bets yang berbeda.

b. Perubahan trend Obat Tradisional yang dikonsumsi oleh
masyarakat.
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sampel.

Telah dilakukan sampling Obat Tradisional sesuai dengan Pedoman
Sampling dan Pengujian tahun 2020, sebanyak 16 sampel targeted dan
sebanyak 30 sampel sampel acak/ random sehingga seluruhnya 46

Adapun hasil

pemeriksaan

label,

laboratorium Obat Tradisional sebagai berikut :
Tabel 3.6. Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian Laboratorium Produk Obat

pemerian dan pengujian

Tradisional
Metod Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian
» etoce Targe | Realisas Laboratorium
Komoditi samplin Asal Sampel t N
g 1 TMKL & MK L & TMKL & MS
MS M TMS M TMS M
Obat Targeted | Loka POM di Bima 12 16 9 ) 6 1
Tradisiona
|
Random Loka POM di Bima 30 30 3 1] 1] 27
Jumlah 42 46 12 1] 6 28

1) Pengujian Sampel Obat Tradisional dari DIPA dan Non DIPA

Sesua

Pengujian,

bobot seba

disimpulkan sampel

i Keputusan

Kepala
HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan
Laboratorium Obat Tradisional telah melakukan pengujian
sesuai standart atau parameter uji wajib terhadap 218 sampel DIPA Obat
Tradisional dan dari Non DIPA sebanyak 18 sampel sehingga seluruhnya
236 sampel. Pengujian dilakukan meliputi parameter uji keseragaman
nyak 43, kadar
volume/volume terpindahkan sebanyak 13, identifikasi terhadap Bahan
Kimia Obat sebanuyak 1785, identifikasi dan penetapan kadar pengawet
sebanyak 174, penetapan kadar metanol dan etanol sebanyak 128,
penetapan kadar cemaran logam sebanyak 420, total seluruhnya 2687
parameter uji.
Dari hasil pengujian Obat Tradisional DIPA dan non DIPA dapat

air

yang memenubhi

sebanyak

Badan

124,

POM RI

No.

keseragaman

syarat sebanyak 213 sampel

(90,25%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 23 sampel (9,75%). Hasil
pengujian laboratorium sebanyak 20 sampel tidak memenuhi syarat mutu
dan sebanyak 3 sampel mengandung bahan kimia Obat yaitu Tramadol 2
sampel dan Hidroksithiohomo Sildenafil 1 sampel.
Hasil pengujian Obat Tradisional menurut metode uji untuk sampel
DIPA dan Non DIPA meliputi Kromatografi Lapis Tipis sebanyak 240

parameter

uji, Spektrodensitometri/KLT-Scanner
parameter uji, KCKT sebanyak 533 parameter uji, Kromatografi gas
sebanyak 131 parameter uji, GCMS sebanyak 33 parameter uji, AAS
sebanyak 1 parameter, LCMS sebanyak 149 parameter uji, ICP-MS
sebanyak 419 parameter dan TLC-MS sebanyak 1 parameter uji (lihat
tabel).

sebanyak

1003
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Gambar 3.6. Hasil Pengujian Sampel DIPA Obat Tradisional Berdasarkan Metode
Uji

B. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional bertujuan untuk
mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku guna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan
Obat Tradisional. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada
kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track
record tidak memenuhi ketentuan (temuan produk OT TIE, OT BKO, OT
Recall dll), sarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan, sarana
baru ataupun kasus khusus (tindak lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall
dil).

Sepanjang tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Bima telah
melakukan pemeriksaan terhadap 82 sarana (100,0%) distribusi obat
tradisional dari 82 sarana distribusi obat tradisional yang ada. Terdapat 70
sarana (85,37%) yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 12 sarana (14,63%)
yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang dinyatakan TMK
tersebut karena terkait dari beberapa prinsip cara distribusi obat tradisional
yang baik, antara lain menjual obat tradisional tanpa izin edar,
rusak/kedaluwarsa dan mengandung BKO. Terhadap temuan hasil
pemeriksaan, pemilik sarana diberikan surat peringatan dan diminta untuk
melakukan pemusnahan terhadap obat tradisional yang tidak memenuhi
syarat.

. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Suplemen
Kesehatan

A. Sampling dan Pengujian Sampel Suplemen Kesehatan

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan
post market untuk mengawal mutu dan keamanan Suplemen Kesehatan
beredar. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No.
HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Obat dan Makanan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada
analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar
(sampel acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar,
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kadaluarsa, label, pemerian dan uji
Suplemen Kesehatan diperedaran
khasiat/manfaat dan mutu.

laboratorium guna mengetahui
memenuhi  syarat keamanan,

Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2020 pada Badan POM RI,
sesuai dengan surat PIt Sekretaris Utama Nomor B-
PR.03.03.2.21.04.20.271 tanggal 17 April 2020, maka dilakukan
pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian
Suplemen Kesehatan sekitar 50 %. Sehingga target sampling dan pengujian
sampel Suplemen Kesehatan sebanyak 12 sampel.

Pelaksanaan sampling acak/random sampling dimulai dari acak
kabupaten/kota, acak sarana yang disampling, hingga acak klaim produk
Suplemen Kesehatan yang akan disampling. Beberapa kendala dalam
sampling Suplemen Kesehatan, yaitu :

a. Ketersediaan sampel di sarana distribusi Suplemen Kesehatan
jumlahnya terbatas (tidak mencukupi untuk jumlah minimal
kebutuhan uji laboratorium) sehingga terdapat sampel berulang
dengan nomor bets yang berbeda.

b. Perubahan trend Suplemen Kesehatan yang dikonsumsi
masyarakat.

c. Sebaran sampling sampel produk Suplemen Kesehatan masih
terpusat di Kota Mataram > 38,6%, masih tingginya pembelian
sampel di Kota Mataram disebabkan oleh beberapa faktor, antara
lain : faktor demografi, faktor ketersediaan sampel di sarana, dan
variasi nomor bets yang beredar Sebagian besar sarana distribusi
Suplemen Kesehatan (distributor, pengecer dan depot jamu) berada
di Kota Mataram.

oleh

Telah dilakukan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan
Pengujian tahun 2020, sebanyak 10 sampel targeted dan sebanyak 10
sampel sampel acak/ random sehingga seluruhnya 20 sampel dan tidak
ditemukan sampel tanpa izin edar, kadaluarsa dan rusak. Adapun hasil
pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Suplemen
Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 3.7. Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian Laboratorium Produk
Suplemen Kesehatan

Hasil Pemeriksaan Label dan
i Pengujian Laboratorium
Komoditi Meto¢_ie Asal Sampel Target Real_lsa g
sampling si TMK L MKL & | TMKL & MsS
& MS M TMS M TMS M

Suplemen | 1;.50ted Loka POM di 2 10 0 2 0 8
Kesehatan Bima

Random Loka POM di 10 10 2 2 0 6
Bima

Jumlah 12 20 2 4 (1] 14

B. Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan bersama
dengan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional karena di Nusa
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Tenggara Barat sampai dengan saat ini belum terdapat sarana yang khusus
menjual suplemen kesehatan saja.

4. Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan Kosmetik

A.

No

u P wWN =

Sampling dan Pengujian Sampel Kosmetik

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari
pengawasan post market untuk mengawal mutu Kosmetik di peredaran.
Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.02.1.22.02.20.58
tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan
Makanan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada analisis risiko
(sampel targeted/ purposive) dan keterwakilan produk yang beredar
(sampel acak) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi izin
edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui
Kosmetik peredaran memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan
mutu.

Selain itu juga dialokasikan pengambilan sampel Kosmetik untuk
mengawal kepatuhan produsen dalam menerapkan Cara Pembuatan
Kosmetik yang Baik. Alokasi sampel acak meningkat pada tahun 2020
seiring tuntutan supra system, yaitu proporsi sampel acak dan purposive
adalah sebesar 85% dan 15%. Sejalan dengan pemberlakuan sampling
acak, produk yang tersampling semakin beragam.

Dengan adanya pemotongan Anggaran TA 2020 pada Badan POM
RI, sesuai dengan surat PIt Sekretaris Utama Nomor B-
PR.03.03.2.21.04.20.271 tanggal 17 April 2020, maka dilakukan
pemotongan anggaran juga terhadap target sampling dan pengujian
Kosmetik sekitar 50 %. Sehingga target sampling dan pengujian sampel
Kosmetik Loka POM 12 sampel targeted dan 64 sampel acak, realisasi
sampling Kosmetik sebesar 100%. Adapun rincian target dan realisasi
sampling Kosmetik 2020 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Sampling Kosmetik Tahun 2020

Metode Target Realisasi

Kategori

Jumlah

Sampling

Loka Balai

Loka

Targeted

Track Record Perusahaan
Media Online

China dan Taiwan

DNA Porcine

Mandiri Balai

34
21
7

0 34
3 21
2 7
0 7
7 34

0

3
2
0
7

34
24
9
7
41

Acak

Random

No

1

Metode
Samplin
g
Targeted

Total

Kategori

240

64

64

304

| 343 76 | 343 76 | 419

Track Record Perusahaan

Target
Loka
0

Realisasi

Loka
0
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Media Online
China dan Taiwan
DNA Porcine
Mandiri Balai
Random Acak
Total

ubwWN
N o
o n~NONW
N O
oA NONW

Telah dilakukan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan
Pengujian tahun 2020, sebanyak 12 sampel targeted dan sebanyak 64
sampel sampel acak/ random sehingga seluruhnya 76 sampel. Kemudian
dilakukan evaluasi sampel Pangan yang meliputi izin edar, kadaluarsa dan
rusak, dari sampel random diperoleh 4 sampel Kosmetik tanpa ijin edar
(TIE). Selanjutnya sampel Kosmetik sebanyak 415 sampel dilakukan
pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter
uji kritis (wajib), diperoleh hasil 270 sampel memenuhi syarat (73,67%),
145 sampel tidak memenuhi syarat (26,33%). Adapun rinciannya 127
sampel tidak memenuhi ketentuan label dan memenuhi syarat mutu, 10
sampel memenuhi ketentuan label dan tidak memenuhi syarat mutu, dan 8
sampel tidak memenuhi ketentuan label dan tidak memenuhi syarat mutu.
Untuk produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan Ilabel, jenis
pelanggaran sebagian besar adalah klaim yang dicantumkan pada produk
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan label,
pemerian dan pengujian laboratorium Kosmetik sebagai berikut :

Tabel 3.9. Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian Laboratorium Produk
Kosmetik

N O
ahANONW

Komodit

Pengujian Laboratorium

Hasil Pemeriksaan Label dan

Metode .
- Targe | Realisas
samplin Asal Sampel t i TMK L MK L TMK L &

g & MS & TMS TMS M

MS

Kosmetik

M M
Targeted | Loka POMdi 12 12 1 2 0
Bima

Random | Loka POMdi 64 64 6 0 0
Bima

57

Jumlah 76 76 7 2 0

66

1) Pengujian Produk Kosmetik

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No.
HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian, Laboratorium Kosmetik telah melakukan pengujian sesuai
standart atau parameter uji wajib terhadap 415 sampel Kosmetik dan
sampel kosmetik dari non DIPA sebanyak 23 sampel. Adapun hasil
pengujian terhadap 438 sampel yaitu memenuhi syarat mutu sebanyak
423 sampel (96,57%) dan tidak memenuhi syarat mutu 15 (3,43%).
Adapun Rincian dari 15 sampel Kosmetik yang tidak memenuhi syarat
mutu karena mengandung Metanol yang melebihi batas persyaratan
sebanyak 7 sampel dan Angka Lempeng Total yang melebihi batas 3
sampel dan mengandung bahan berbahaya Merkuri (Hg) 2 sampel dan
3 sampel mengadung senyawa asam retinoate. Adapaun hasil
pengujian Produk Kosmetik dapat dilihat pada Grafik berikut :
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Hasil Uji Sampel Kosmetik
Tahun 2020

- JUMLAH

il Ms
TMS MUTU
TMS BB

TOTAL SAMPEL DIPA & Loka POM LAIN-LAIN

Gambar 3.9. Hasil pengujian Produk Kosmetik berasal DIPA dan Non DIPA Th
2020

Jumlah parameter total sampel Kosmetika (pemerian, uji fisika dan
kimia) sebanyak 2876 parameter uji yang terdiri dari 2792 parameter
sampel DIPA dan 84 parameter uji sampel lain-lain. Hasil pengujian
sampel Kosmetik bila ditinjau dari metode uji yang digunakan, maka
metode uji dengan proporsi paling besar adalah metode Kromatografi Cair
Kinerja Tinggi (KCKT) sebanyak 1304 sampel diikuti metode Kromatografi
Lapis Tipis sebanyak 583 sampel. Adapun rincian pengujian Produk
Kosmetik berdasarkan Metode Uji sebagai berikut:

Hasil Pengujian Sampel Kosmetik DIPA Menurut Metode Uji Tahun 2020

Atomic Absorption
Spectroscopy (AAS)

Kromatografi Gas -Mass
Spectrometer (KG-MS)

kromatografi Gas (KG)

Kromatografi Cair Kinerja

Tinggi (KCKT) B

1261
Fluorometri
Spektrofotometri

Titrasi

Kromatografi Lapis Tipis
(KLT)

2 BTMS MS B Jumlah

Reaksi Warna/Nyala 247
L — 249

Gambar 3.10. Pengujian Produk Kosmetik dari DIPA berdasarkan Metode Uji
Th 2020

B. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik

Pemeriksaan sarana produksi kosmetik bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan dan
penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) guna menjamin
keamanan, mutu dan kemanfaatan produk kosmetik yang diproduksi. Dalam
kurun waktu 2020, telah diterbitkan beberapa Notifikasi Kosmetik yang
diproduksi oleh 4 (empat) sarana Produsen Kosmetik di wilayah NTB.
Pemilihan sarana yang diperiksa tidak berdasarkan analisis resiko karena
keempat produsen Kosmetik ini adalah sarana baru.

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Kosmetik
di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram sebanyak 4 sarana dari 3 sarana
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yang direncanakan (133,33%). Dari 4 sarana yang diperiksa 1 sarana (25%)
MK dan 3 sarana (75%) TMK. Temuan yang ditemukan di saran TMK, meliputi
aspek CPKB 3 sarana, dan Perijinan 1 sarana.

Sarana TMK telah ditindaklanjuti langsung ke sarana dengan tembusan
ke stakeholder (Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Perindustrian Provinsi)
berupa Peringatan 3 sarana.

C. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna menjamin keamanan, mutu dan kegunaan produk kosmetik
yang beredar. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian
analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana dengan riwayat/track record
tidak memenuhi ketentuan (temuan produk kosmetik TIE, kosmetik
mengandung bahan berbahaya, kosmetik Recall dll), sarana yang sudah lama
tidak dilakukan pemeriksaan, sarana baru ataupun kasus khusus (tindak
lanjut hasil uji sampel TMS, surat recall dll).

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik
di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram sebanyak 63 sarana dari 30
sarana yang direncanakan (143,33%). Dari 63 sarana yang diperiksa 32
sarana (50,79%) MK dan 31 sarana (49,21%) TMK. Sarana distribusi
kosmetik yang TMK karena temuan temuan produk kosmetik TIE/recall
sebanyak 5 temuan.

Tindakan terhadap temuan produk kosmetik yang TMK (tanpa izin edar,
recall, mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kadaluarsa) adalah
pemusnahan oleh pemilik dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM.
Pimpinan/penanggung jawab sarana juga membuat Surat Pernyataan untuk
tidak lagi mengedarkan produk yang TMK dan apabila melakukan
pelanggaran yang sama bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Sarana TMK telah ditindaklanjuti langsung ke sarana dengan tembusan
ke stakeholder (Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kab/Kota) berupa
Peringatan 8 sarana, Peringatan Keras 4 sarana.

Belum adanya definisi operasional yang jelas tentang sarana distribusi
kosmetik menyebabkan kesulitan dalam mendata jumlah sarana distribusi
kosmetik yang sesungguhnya (riil), sehingga angka yang tercantum dalam
data merupakan angka perkiraan berdasar hasil pengawasan periode
sebelumnya. Jumlah sarana distribusi kosmetik yang tercatat sebanyak 1.620
sarana namun apabila melihat pada realitasnya maka jumlah sarana yang
menjual/mendistribusikan kosmetik mulai dari sarana distributor, super
market, toko dan pengecer maka jumlahnya bisa lebih besar dari yang
terdata. Oleh karenanya jika dilihat dari sisi cakupan pengawasan (sarana
distribusi kosmetik yang diperiksa dibandingkan dengan total jumlah sarana
yang ada) maka masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 5,47%.

Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik Loka POM di Kabupaten Bima
di tahun 2020 berjumlah 42 sarana dari total 42 sarana distribusi kosmetik
yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bima. Dari 42

30



sarana distribusi yang telah diperiksa, 31 sarana (73,81%) Memenuhi
Ketentuan dan 11 sarana (26,19%) Tidak Memenuhi Ketentuan.
D. Rencana Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal

Rencana aksi penertiban pasar dalam negeri dari kosmetik yang Tidak
Memenuhi Ketentuan dilakukan pada sarana distribusi kosmetik (distributor,
super market, toko, pasar tradisional) dan pelayanan kecantikan (salon,
klinik kecantikan). Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu bersama
dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Daerah NTB) yang bertujuan untuk
melindungi masyarakat dari kosmetik yang TMK (tanpa izin edar,
mengandung bahan berbahaya/dilarang, ditarik dari peredaran).

Waktu pelaksanaan kegiatan RAP Kosmetik dilaksanakan sesuai
jadwal pada Agustus dan Desember 2020. Selain Pemeriksaan Sarana rutin
di sarana distribusi kosmetik dilakukan juga kegiatan Rencana Aksi
Penertiban (RAP) Kosmetik Ilegal di sarana distribusi kosmetik off-line
maupun on-line yang bertujuan untuk menertibkan peredaran kosmetik di
pasaran karena pengawasan komoditi kosmetik berbeda dengan komoditi
lain, yaitu Pengawasan Post Market. Dalam RAP Kosmetik Ilegal telah
dilakukan pemeriksaan terhadap 81 sarana dari 20 sarana yang
direncanakan (405%). Dari 81 sarana yang diperiksa 62 sarana (76,54%)
MK dan 19 sarana (23,45%) TMK. Sarana distribusi kosmetik yang TMK
karena temuan temuan produk kosmetik TIE/recall sebanyak 18 temuan.

Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, peringatan
sarana dan tembusan kepada stake holder terkait di Pemda Kab./Kota serta
Badan POM RI berupa Pembinaan 1 sarana, Peringatan 17 sarana,
Peringatan Keras sebanyak 1 sarana dan tidak ada yang dilanjutkan ke
proses Pro Justitia. Terhadap temuan kosmetik TMS (kosmetik tanpa ijin
edar, recall, mengandung bahan berbahaya, rusak dan atau kadaluarsa)
adalah pemusnahan oleh pemilik atau pemilik secara sukarela menyerahkan
kepada petugas Balai Besar POM untuk dimusnahkan, pimpinan/penanggung
jawab sarana membuat Surat Pernyataan.

. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan
Pangan

A. Sampling dan Pengujian Sampel Pangan dan Kemasan Pangan

Kegiatan sampling dan pengujian merupakan bagian dari pengawasan
post market untuk mengawal mutu Pangan dan Kemasan Pangan
diperedaran. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI No.
HK.02.02.1.22.02.20.58 tahun 2020 tentang Pedoman Sampling dan
Pengujian Obat dan Makanan, maka pelaksanaan sampling didasarkan pada
analisis risiko (sampel targeted) dan keterwakilan produk yang beredar
(sampel acak/random) kemudian dilakukan evaluasi produk yang meliputi
izin edar, kadaluarsa, label, pemerian dan uji laboratorium guna mengetahui
Pangan diperedaran memenuhi syarat keamanan dan mutu.

Sampling Pangan dan Kemasan Pangan pada tahun 2020 direncanakan
sebanyak 900 sampel berasal dari DIPA yang terdiri dari 700 sampel oleh
Balai Besar POM di Mataram dan 200 sampel oleh Loka POM di Kabupaten
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Bima. Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga ada pemotongan
anggaran termasuk anggaran sampling dan pengujian sampel Obat dan
Makanan menjadi sekitar 50 %, sehingga jumlah sampel berasal dari DIPA
direncanakan menjadi sebanyak 490 sampel. Adapun rinciannya Pangan
Rutin 311 sampel, Pangan Fortifikasi 90 sampel, Pangan Jajanan Anak
Skeolah (PJAS) 36 sampel, Pangan dalam rangka pembinaan UMKM, Kasus
dll. sebanyak 51 sampel dan Kemasan Pangan 2 sampel.

Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan sampling sesuai dengan
Pedoman Sampling dan Pengujian tahun 2020, sebanyak 22 sampel targeted
dan sebanyak 118 sampel sampel acak/ random sehingga seluruhnya 142
sampel, kemudian dilakukan evaluasi sampel Pangan yang meliputi izin edar,
kadaluarsa dan rusak. Selanjutnya sampel Pangan sebanyak 142 sampel
dilakukan pemeriksaan label atau penandaan label denga hasil memenuhi
ketentuan (MK) 118 sampel dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) 22
sampel. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium sebanyak 28 sampel tidak
memenuhi ketentuan (TMK) dan 114 sample memenuhi ketentuan (MK.
rincian sampel yang tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: sampel
yang tidak memenuhi ketentuan pada label namun hasil pengujian
memenuhi ketentuan sebantak 4 sampel, sampel memenuhi ketentuan pada
label namun hasil pengujian tidak memenuhi ketentuan sebanyak 8 sampel
dan sampel tidak memenuhi ketentuan pada label dan tidak memenuhi
ketentuan hasil pengujian sebanyak 16 sampel.

Hasil pemeriksaan label, pemerian dan pengujian laboratorium Pangan dan

Kemasan Pangan sebagai berikut :
Tabel 3.10. Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian Laboratorium Produk

Pangan
Hasil Pemeriksaan Label dan Pengujian
No | Komodit Metode Asal Sampel Targe | Realisas Laboratorium
i sampling t i TMKL& | MKL & TMSL & Ms
MS M TMS M TMS M
1. | Pangan | Targeted | o pboM di Bima 22 22 0 0 9 13
Random | | ;ka POM di Bima 118 118 4 8 7 99
2 Kemasan 2 2 0 0 0 2
Pangan
Jumlah 142 142 4 8 16 114

1) Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan dari DIPA

Telah dilakukan uji sampel Pangan dan Kemasan Pangan yang
berasal dari DIPA terhadap parameter uji kritis wajib dan atau pilihan
sebanyak 142 sampel dengan hasil uji memenuhi syarat 114 sampel,
tidak memenuhi syarat mutu 16 sampel. Adapun rincian hasil uji
keseluruhan sampel Pangan dan Kemasan Pangan seperti pada grafik
berikut:
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Gambar 3.11. Grafik Hasil Pengujian Produk Pangan dari DIPA Tahun 2020

Sampling dan Pengujian Pangan Rutin

Sampling Pangan Rutin meliputi semua kategori Pangan yang beredar
di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, telah dilakukan
sampling dan pengujian Pangan Rutin sebanyak 118 sampel. Setelah
dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis wajib dan atau pilihan
diperoleh hasil uji 103 sampel memenuhi syarat dan 15 sampel tidak
memenuhi syarat mutu (BTP Pengawet, Pemanis, Pewarna, dll).

Sampling dan Pengujian Pangan Jajanan Anak Sekolah

Sampling dalam rangka pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah
(PJAS) dilakukan di kantin sekolah dan penjaja makanan di 2 Sekolah
Dasar (SD/MI) di Kota Bima. Telah dilakukan uji terhadap 8 sampel
dengan hasil uji 5 sampel memenuhi syarat, 3 sampel tidak memenubhi
syarat mutu (Mikrobiologi, Pemanis Siklamat, dan Pengawet Benzoat).

Pengujian Makanan dalam rangka Food Security Tamu VVIP

Sebagai Tim Food Security (Pengamanan Makanan) di daerah
bersama Rumah Sakit Angkatan Darat dan Bidang Kedokteran dan
Kesehatan Rumak Sakit Bhayangkara berkoordinasi dengan Paspampres
bertugas melakukan pengujian makanan untuk pengamanan makanan
dalam rangka kunjungan Tamu Negara (Presiden, Wakil Presiden atau
Tamu VVIP lainnya). Pada tahun 2020 kunjungan Putra ke-4 Bapak Wakil
Presiden Profesor Makruf Amin ke Kota Bima dan Kabupaten Bima
sebanyak 1 kali pada 30 September sampai 01 Oktober 2020. Pada
kunjungan kerja kerja tersebut telah dilakukan uji makanan dan minuman
yang akan dihidangkan seluruhnya 26 sampel dengan hasil 26 sampel
layak dihidangkan. Adapun uji yang dilakukan meliputi uji bahan
berbahaya yang sering disalahgunakan pada Pangan (Formalin,
Rhodamin B, Metanil Yellow dan Boraks).

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
1) Sarana Produksi Pangan MD

Pemeriksaan sarana produksi pangan MD bertujuan untuk
mengetahui tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik (CPPOB) untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan
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yang diproduksi. Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada
kajian analisis risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan
MD dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, sarana yang
lama tidak dilakukan pemeriksaan serta sarana baru.

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima terdapat 15 sarana
industri pangan MD, 9 sarana Industri Air Minum Dalam Kemasan
(AMDK), 4 sarana garam beriodium, 1 sarana susu kuda dan 1 sarana sari
kedelai . Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 23 kali
pemeriksaan dari target 23 kali pemeriksaan sarana (100%) dengan hasil
2 sarana (10,53%) MK dan 21 sarana (89,47%) TMK. Dari 21 sarana yang
TMK telah ditindaklanjuti berupa Peringatan 18 sarana, Peringatan Keras
pertama sebanyak 2 sarana, Peringatan Keras ke-2 sebanyak 1 sarana.
Temuan CPPOB lebih kepada faktor higiene dan sanitasi yang berpotensi
mempengaruhi mutu pangan serta temuan pencatatan/dokumentasi dan
pemenuhan persyaratan pengujian sebelum pemasaran serta adanya
temuan kontaminasi benda asing dalam produk.

2) Sarana Produksi Pangan IRT

Pemeriksaan sarana produksi IRTP bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) untuk IRT
guna menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang di produksi.

Pemilihan sarana yang akan diperiksa didasarkan pada kajian analisis
risiko, yaitu diprioritaskan pada sarana produksi pangan IRT dengan
riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan (menggunakan bahan
berbahaya, temuan HS, temuan label, perizinan dll), sarana UMKM binaan
lintas sektor (diskoperindag, DKP dIl) yang menjadi unggulan daerah
namun sering ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti terasi,
kerupuk terigu, mie basah dan tahu serta sarana yang lama tidak
dilakukan pemeriksaan atau sarana baru.

Pada tahun 2020 Loka Pom di Bima melakukan pemeriksaan terhadap
13 sarana produksi IRTP di wilayah kerjanya dari target 9 sarana (tercapai
144,4%), dengan hasil 12 sarana (92.3%) MK dan 1 sarana (7.6%) TMK
dengan temuan higiene dan sanitasi. Terhadap temuan tersebut telah
dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi ke Dinas Kesehatan untuk
dilakukan Pembinaan sebanyak 1 sarana.

Masih adanya sarana produksi pangan IRT yang TMK disebabkan
beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya awareness dari pelaku usaha dan atau karyawan dalam
penerapan CPPB IRT guna menjamin keamanan dan mutu pangan
yang diproduksi.

2. Terbatasnya modal usaha untuk menyiapkan sarana dan
prasarana (ruang produksi dan peralatan) yang memadai untuk
menunjang penerapan CPPB IRT di sarana oleh pelaku usaha dan
atau karyawan.

C. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan
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1. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pemeriksaan sarana distribusi bertujuan untuk mengetahui tingkat
kepatuhan sarana terhadap peraturan perundang — undangan yang
berlaku dan penerapan Cara Retail Pangan yang Baik guna menjamin
keamanan dan mutu produk pangan yang beredar. Pemeriksaan
diprioritaskan pada sarana yang memiliki riwayat tidak memenubhi
ketentuan (produk pangan tanpa izin edar, recall, mengandung bahan
berbahaya, rusak, kadaluarsa), sarana yang berdasarkan informasi
masyarakat atau hasil pengembangan kegiatan pemeriksaan diduga
menjual produk pangan yang TMK, sarana yang lama tidak dilakukan
pemeriksaan serta sarana baru.

Pada tahun 2020 dari target 30 sarana, telah diperiksa sebanyak
129 sarana di wilayah Loka POM di Kabupaten Bima dengan hasil 102
sarana (79%) MK dan 27 sarana (21%) TMK. Dari 27 sarana distribusi
pangan yang TMK, pelanggaran karena temuan sarana menjual produk
TIE, pangan rusak atau kadaluarsa dan temuan obat keras

Temuan hasil pemeriksaan sarana TMK telah ditindaklanjuti
langsung kepada sarana dengan tembusan kepada stakeholder
Kabupaten/Kota dan Badan POM, berupa Peringatan. Barang temuan
tersebut dilakukan pemusnahan secara langsung, di serahkan pada
petugas untuk di musnahkan dan dilakukan pengembalian kedistributor.

2. Intensifikasi Pengawasan Bahan Berbahaya yang sering
disalahgunakan di dalam pangan

Dalam rangka mereduksi/meminimalkan peredaran bahan
berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan serta guna mendukung
Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya yang disalahgunakan
dalam Pangan maka kegiatan intensifikasi pengawasan bahan
berbahaya di pasar tradisional dan penelusuran distribusinya tetap
dilaksanakan. Pemilihan pasar tradisional sebagai sasaran pengawasan
karena peredaran bahan yang dilarang digunakan dalam pangan dan
pangan yang mengandung bahan berbahaya (boraks, rhodamin B dan
Formalin) banyak ditemukan di pasar tradisional. Pengawasan selain
dilakukan di pasar tradisional juga dilakukan di hulunya (produsen)
sebagai salah satu upaya memutus mata rantai supply pangan
mengandung bahan berbahaya, antara lain di produsen kerupuk, terasi,
tahu, ikan segar dan ikan kering, serta mie basah, di Kabupaten/Kota di
wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima.

Selain dilakukan pemeriksaan terhadap sarana juga dilakukan
pengujian terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan
berbahaya. Guna lebih mengoptimalkan peran kemitraan dalam fungsi
pengawasan keamanan pangan kegiatan intensifikasi ini selalu
melibatkan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian,
dinas perikanan, Badan Karantina |kan Pengendali Mutu Bima dan
Kepolisian) serta dengan memberdayakan petugas/pengelola pasar.

Pada tahun 2020 Intensifikasi Pengawasan difokuskan pada
sentra produksi pangan yang berpotensi menggunakan bahan
berbahaya dan pasar tradisional dari target 30 sarana diperiksa 70
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sarana (233%) dengan hasil 52 sarana (74,28%) MK dan 18 sarana
(25,71%) TMK dengan temuan penggunaan bahan berbahaya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, baik yang
ditujukan langsung kepada sarana dan tembusan kepada
stakeholder/OPD terkait di Pemda Kabupaten/Kota serta ke Badan POM
RI berupa Rekomendasi Pembinaan Rekomendasi Peringatan Keras.
Tindakan terhadap temuan pangan mengandung bahan berbahaya
adalah pemusnahan oleh pemilik atau pemilik secara sukarela
menyerahkan kepada petugas Loka POM dikabupaten Bima untuk
dimusnahkan. Pimpinan/penanggung jawab sarana juga membuat Surat
Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang TMK dan
bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila kembali
melakukan pelanggaran.

3. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam Rangka Hari Raya
Keagamaan dan Tahun Baru

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
beredarnya produk pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK),
yaitu : tanpa izin edar, kadaluarsa, rusak (penyok, kaleng berkarat, dll)
dan TMK label, khususnya menjelang dan selama perayaan hari besar
keagamaan (Imlek, Nyepi, Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru)
dilakukan intensifikasi pengawasan pangan yang melibatkan lintas
sektor terkait keamanan pangan baik Pemerintah Kabupaten/Kota di
wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bima

Kegiatan dilaksanakan di sarana distribusi pangan (distributor,
pasar modern seperti : supermarket, toko, pasar tradisional, pengecer
serta pembuat parcel). Dari 31 sarana yang diperiksa, 21 sarana (67,7%)
Memenuhi Ketentuan (MK) dan 10 sarana lainnya (32,2%) Tidak
Memenuhi Ketentuan (TMK), dengan temuan produk pangan TIE,
produk rusak dan kedaluwarsa serta terkait dengan aspek hygiene dan
sanitasi sarana. Tindak lanjut yang diberikan berupa sanksi peringatan
serta dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Terhadap temuan
produk pangan vyang tidak memenuhi persyaratan dilakukan
pemusnahan oleh pemilik atau mengembalikan produk pangan
kedaluwarsa / rusak ke pemasok.

Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, telah ditindaklanjuti, baik
yang ditujukan langsung kepada sarana dan tembusan kepada
stakeholder terkait di Pemda Kabupaten/Kota serta ke Badan POM RI
berupa Peringatan 10 sarana Pimpinan/penanggung jawab sarana juga
membuat Surat Pernyataan untuk tidak lagi mengedarkan produk yang
TMK dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila
kembali melakukan pelanggaran.

4. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat
dan Makanan

Sertifikasi merupakan salah satu jenis layanan publik di Loka POM
di Kabupaten Bima. Dengan jenis layanan meliputi:
1. Rekomendasi pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik,
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2. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang
Baik,

3. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Kosmetik yang Baik,
dan

4. Rekomendasi pemenuhan Cara Produksi Obat Tradisional yang
Baik.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Bima juga melakukan kegiatan
pendampingan UMKM

Tabel 1. Keiiatan Sertifikasi Loka POM di Kabuiaten Bima tahun 2020

1 | Keputusan Sertifikasi yang ditindaklanjuti 1 1 100
tepat waktu

a. penerbitan  surat = rekomendasi
pendaftaran produk pangan dalam rangka
mendapatkan nomor izin edar yang
diselesaikan tepat waktu

1. Audit Sertifikasi Pemenuhan CPPOB dalam rangka Pendaftaran
Produk
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha
dalam rangka pendaftaran produk pangan untuk mendapatkan ijin edar
adalah perusahaan harus memiliki hasil Pemeriksaan Sarana Bersama
(PSB) dengan nilai minimal B. Selama periode tahun 2020, Loka POM di
Kabupaten Bima telah melakukan audit sertifikasi dalam rangka PSB
terhadap 1 sarana dan telah diterbitkan rekomendasi PSBnya.

Tabel 2. Data Sarana Produksi Panian Olahan tahun 2020

1 CV. Lam-Lam Kota Bima Kota AMDK Sudah  memilil
JI. Wolter Monginsidi RT 004/RW 002, Bima izin edar MD
Kelurahan Melayu, Kecamatan

Asakota, Kota Bima

Pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Bima telah melakukan
pendampingan terhadap pelaku Usaha kategori Usaha Mikro Kecil dan
Menengah untuk mendapatkan izin edar produk obat tradisional dan
pangan. Adapun pelaku usaha yang dilakukan pendampingan adalah
sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Pelaku Usaha yang Dilakukan Pendampingan oleh
Loka POM di Kabupaten Bima pada Tahun 2020

1. UD. Nutri Bean sari kedelai perbaikan sarana
JI. Gajah Mada, Kel.Penaraga, Kec.Raba produksi
Kota Bima



2. Perusahaan Daerah “Wawo” Garam Proses
JI. Soekarno Hatta, Desa Donggo Bolo, Beriodium Sertifikasi SNI
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima

4. |IKM “Mekar Makmur” Desa Talabiu RT03 Garam Proses
RW 02, Kecamatan Woha Kabupaten Bima  Beriodium Sertifikasi SNI

6. Pemantauan Iklan dan Label
A. Pengawasan Iklan

Pengawasan iklan bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pelaku
usaha dalam mempromosikan produknya secara benar sehingga dapat
melindungi masyarakat dari iklan yang tidak obyektif.
berlebihan/superlatif dan menyesatkan. Pemantauan iklan juga
merupakan salah satu wujud pengawasan post market produk yang
mencakup iklan dari sediaan farmasi (Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,
Suplemen Makanan), Pangan dan Rokok yang dilakukan oleh Loka POM
di Kabupaten Bima. Sasaran media iklan yang dipantau antara lain media
cetak, media elektronik dan media luar ruang. Pemantauan iklan di media
elektronik meliputi pemantauan di radio, televisi dan internet.

a. Pengawasan Iklan Produk Obat
Pengawasan Iklan Produk Obat pada tahun 2020 dilakukan
terhadap 45 iklan yang ada di Media Cetak (38 iklan) dan
Media Luar Ruang (7 iklan) dengan hasil 16 iklan Memenuhi
Ketentuan dan 29 iklanTidak Memenuhi Ketentuan.

b. Pengawasan Iklan Rokok
Pengawasan Iklan Rokok pada tahun 2020 dilakukan terhadap
92 iklan Media Luar Ruang dengan hasil 21 iklan (49,63%)
Memenuhi Ketentuan dan 71 iklan Tidak Memenuhi
Ketentuan.

c. Pengawasan Iklan Kosmetik
Pengawasan Iklan Kosmetik pada tahun 2020 dilakukan
terhadap 150 iklan di Media Cetak (98 iklan), Media Elektronik
(44 iklan), Media Luar Ruang (8 iklan) dengan hasil 127 iklan
Memenuhi Ketentuan dan 23 iklan Tidak Memenuhi
Ketentuan.

d. Pengawasan Iklan Obat Tradisional
Pengawasan Iklan Obat Tradisional pada tahun 2020
dilakukan terhadap 50 iklan di Med ia Cetak (19 iklan), Media
Elektronik (25 iklan), Media Luar Ruang (6 iklandengan hasil
13 iklan Memenuhi Ketentuan dan 27iklan Tidak Memenuhi
Ketentuan.

e. Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan
Pengawasan Iklan Suplemen Kesehatan pada tahun 2020
dilakukan terhadap 12 iklan di Media Cetak (6 iklan) dan Media
Elektronik (6 iklan) dengan hasil 2 iklan Memenuhi Ketentuan
dan 10 iklan Tidak Memenuhi Ketentuan.

f. Pengawasan Iklan Pangan
Pengawasan Iklan Produk Pangan pada tahun 2020 dilakukan
terhadap 60 iklan di Media Cetak (25 iklan), Media Elektronik
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(11 iklan) dan Media Luar Ruang (24 iklan) dengan hasil 49
iklan Memenuhi Ketentuan dan 11 iklan Tidak Memenuhi
Ketentuan.

B. Pengawasan Label

Pengawasan penandaan dilakukan terhadap seluruh produk

terapetik yang disampling, termasuk dalam kelompok Sampling Rutin
(JKN dan Non JKN), Sampling Kasus, dan Sampling Ruang Lingkup.
Pelaksanaan pengawasan penandaan dilakukan oleh Loka POM di Bima
dengan cara pengumpulan data penandaan obat yang beredar berupa
dus, etiket, catch cover/amplop, brosur, strip/blister dan ampul/vial.
Sejak Maret 2014 pengawasan penandaan dan iklan untuk produk
terapetik telah dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan SIPT.
Sedangkan hasil penagawasan penandaan/ label sebagai berikut :

a.

Pengawasan Label Produk Obat

Pada tahun 2020 telah dilakukan pemantauan terhadap label produk
Terapetik sebanyak 57 produk dengan hasil seluruhnya memenubhi
ketentuan (100%).

Pengawasan Label Rokok

Penandaan produk Rokok pada tahun 2020 dilakukan terhadap 48
sampel Rokok dengan hasil 36 sampel Rokok (75%) Memenuhi Syarat
label dan 12 sampel Rokok (25%) Tidak Memenuhi Syarat label.

Pengawasan Label Kosmetik

Pengawasan penandaan label produk kosmetik tahun 2020 dilakukan
pada 415 sampel dari 418 produk kosmetik yang disampling.
Sebanyak 3 (tiga) sampel tidak dilakukan penilaian penandaan
dikarenakan sampel tersebut merupakan produk Tanpa Izin Edar
(TIE). Setelah dilakukan evaluasi pengawasan penandaan produk
kosmetik diperoleh hasil sebanyak 279 (67,23%) sampel dinyatakan
Memenuhi Ketentuan dan 136 (32,77%) sampel dinyatakan Tidak
Memenuhi Ketentuan. Untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan
label, jenis pelanggaran sebagian besar adalah klaim yang
dicantumkan pada produk tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pengawasan Label Obat Tradisional

Terhadap sampel Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang
disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan
sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel
berulang). Pada tahun 2020 telah dilakukan pemantauan terhadap
penandaan produk Obat Tradisional sebanyak 198 produk dengan
hasil 188 (94,95%) label Memenuhi Ketentuan dan 10 (5,05%) label
Tidak Memenuhi Ketentuan, dan 8 sampel tidak dilakukan evaluasi
terhadap penandaan. Karena merupakan Obat Tradisional produksi
UMKM OT setempat dalam rangka memfasilitasi registrasi yang
memerlukan bantuan teknis terutama pengujian.

Pengawasan Label Suplemen Kesehatan

Penandaan produk Suplemen kesehatan yang dilakukan evaluasi
terhadap penandaan sebanyak 69 dengan hasil 67 (97,10%) label
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Memenuhi Ketentuan dan 2 (2,90%) Ilabel Tidak Memenuhi
Ketentuan.

f. Pengawasan Label Pangan
Pengawasan penandaan produk pangan 2020, dilakukan terhadap
140 sampel produk Pangan yang disampling. Dari 140 sampel Pangan
yang ditandai dengan hasil 118 (84,28%) Memenuhi Ketentuan dan
22 (15,71%) Tidak Memenuhi Ketentuan.

Terhadap hasil pengawasan label tersebut telah dilaporkan ke Badan
POM RI dan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (untuk produk pangan
IRT).

7. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan
Penyidikan Kasus Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan

9.1. Kegiatan Intelijen /Operasi Intelijen ( Pulbaket dan pendalaman
Informasi)

Kegiatan Intelijen di bidang Obat dan Makanan merupakan serangkaian kegiatan
yang dilaksanakan oleh petugas dan anggota intelijen dalam melakukan
pencarian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait adanya
dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan intelijen/operasi
intelijen pada tahun 2020 dilakukan sebanyak 11 kali di wilayah kerja Loka
POM di Kabupaten Bima, dengan jumlah sarana/target sebanyak 19
sarana/target yang menjual Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin Edar,
dimana 1 sarana ditindaklanjuti dengan penegakan hukum oleh PPNS BBPOM
Mataram dan 1 sarana ditindaklanjuti oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Bima.

9.2. Operasi Penindakan

Operasi pemberantasan obat dan makanan illegal di wilayah Loka POM di
Kabupaten Bima melibatkan pihak kepolisian dan Penyidik PNS dari Balai
Besar POM di Mataram, dengan hasil 1 sarana kosmetik illegal di Kota Bima
ditindaklajuti secara pro justisia oleh Penyidik PNS Loka POM di Kabupaten
Bima, dan Penydik PNS Balai Besar POM di Mataram melakukan Pro Justisia
terhadap masing - masing 1 sarana obat illegal di wilayah Kota Bima dan
Kabupaten Dompu, serta 1 sarana kosmetik illegal di wilayah Kota Bima.

Tindak pidana di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 di wilayah kerja Loka
POM di Kabupaten Bima yang ditindaklanjuti secara pro justitia sebanyak 3
perkara, dengan posisi sudah mendapatkan putusan pengadilan. Dimana 1
perkara ditangani oleh Penydik PNS Loka POM di Kabupaten Bima dan 2
Perkara ditangani oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Mataram.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
Bima, terhadap tersangka perkara pidana yang ditangani oleh Penyidik PNS
Loka POM di Kabupaten Bima di Vonis penjara selama 7 (tujuh) bulan dan
denda sejumlah Rp. 5.000.000
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Tren Kasus Obat dan Makanan periode 2020

Pada tahun 2020 ini tren kasus Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM
di Kabuaten Bima masih didominasi penyalahgunaan obat — obat yang banyak
disalahgunakan oleh remaja dan dewasa berupa obat diduga Tramadol dan
Trihexyphenidyl (palsu) masih dan peredaran kosmetik illegal, terutama di
wilayah Kota Bima.

Peningkatan Kompetensi Penyidik

Jumlah sumber daya manusia yang di dimiliki Balai Besar POM di Mataram
untuk melaksanakan tugas dan fungsi penindakan/penyidikan adalah sejumlah 4
orang, terdiri dari 2 orang yang merupakan PPNS dan 2 orang non PPNS. Dalam
rangka meningkatkan kompetensi PenyidikPNS Balai Besar POM di Mataram,
pada Tahun 2020 telah dididik 1 (satu) orang mengikuti Diklat Intelijen Dasar.
Selain itu semua personil penindakan Loka POM di Kabupaten Bima diberi
kesempatan untuk mengikuti Pelatihan Penanganan Tindak Pidana di Bidang
Obat dan Makanan oleh PPNS Badan POM dan Sosialisasi Penyuluhan Hukum
Internasional Terkait Obat dan Makanan

Analisis penyebab peningkatan Kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan

Keberhasilan penindakan terhadap kasus obat dan makanan illegal di wilayah
kerja Loka POM di Kabupaten Bima disebabkan beberapa faktor pendukung
sebagai berikut:

e Dukungan intelijen Badan POM RI dengan memberikan infomasi yang
Al terkait adanya pengiriman obat ilegal kewilayah kerja BBPOM
Mataram

e Komitmen dan dukungan pimpinan terhadap keberhasilan penindakan
kejahatan di bidang obat dan makanan

e Kerja sama dan koordinasi yang baik antar tim internal PPNS BBPOM
di Mataram maupun PPNS di Loka Bima
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e Dukungan lintas sektor terutama kepolisian dalam memberikan bantuan
teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS Loka POM Bima dan
kejaksaan dalam penyelesaian perkara dibidang Obat dan Makanan yang
semakin meningkat

e Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Unit Layanan
Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten Bima dan
ULPK Badan POM tentang adanya pelanggaran di bidang Obat dan
Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi dan
penyidikan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini Loka POM di
Kabupaten Bima melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Koordinasi dengan Penyidik PNS dari Balai Besar POM di Mataram.

2. Perkuatan jaringan kerjasama dengan POLRES dan dalam bentuk
penyidikan bersama sebagai wujud pelaksanaan Mou dengan
Dirreskrimsus POLDA NTB antara Kapolri dengan Kepala Badan POM
RI.

Agar dapat terus meningkatkan capaian tingkat keberhasilan penyidikan,
selanjutnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan hal-hal sebagai berikut :

a. Peningkatan kompetensi intelijen dan PPNS Loka POM di Kabupaten
Bima terutama terkait dengan cybercrime dan pembentukan dan pembinaan
jaringan serta komunikasi.

b. Intensitas koordinasi lintas sector antar instansi maupun dengan organisasi
profesi antara lain dengan Kepolisian, Kejaksaan, , Dinas Prindustrian dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan, Asperindo dan instansi lainnya.

C. Pelaksanaan kegiatan investigasi awal yang lebih intensif dan
dilaksanakan dengan melibatkan jejaring intelijen seperti Badan Intelijen Negara
Daerah NTB, Sat Intelkam Polres, dan Informan

d. Pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan
intelijen dan penyidikan.

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan
kinerja periode sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya yaitu
peningkatan kompetensi investigasi awal dan penyidikan telah dilakukan
walaupun hanya via daring karena kondisi pandemic, sedangkan kegiatan seperti
intensifikasi koordinasi dilakukan sifatnya lebih informal dilakukan personil to
personil, pertemuan/rapat koordinasi lintas sector tidak dimungkinkan
dilaksanakan  karena  situasi pandemic dan adanya refocusing
anggaran. Kegiatan intelijen dengan melibatkan Binda, Ditintelkam dan
intelijen Korem juga tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran,
demikian juga pemenuhan sarana dan prasarana juga tidak bisa dilakukan
dengan maksimal.

8. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen
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A. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Obat dan Makanan

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Obat dan Makanan,
diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat agar Obat dan Makanan yang
beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Pada saat ini masyarakat masih
belum semuanya memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang
tinggi untuk melindungi diri dalam memilih dan menggunakan Obat dan
Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, sehingga perlu dilakukan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan
Edukasi dengan metode penyebaran informasi, penyuluhan, sosialisasi dan
penyebaran media informasi secara berkelanjutan agar dapat
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilih dan
menggunakan Obat dan Makanan vyang aman, bermutu dan
bermanfaat/berkhasiat.

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan
Makanan telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bima melalui
beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat dan Makanan melalui Penyebaran
Informasi, KIE Obat dan Makanan melalui Media, Layanan Informasi dan
Pengaduan Konsumen. Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga
bekerjasama dengan stakeholder terkait. Pelaksanaan KIE Obat dan
Makanan dilakukan dengan KIE melalui Penyebaran Informasi langsung ke
masyarakat seperti : penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis,
narasumber, kunjungan mahasiswa, CFD, seminar, pameran, dll dan KIE
melalui Media vyaitu media sosial (Facebook, Whatsapp, Twitter,
Instagram, Youtube), media cetak/elektronik dan media online. Rincian
kegiatan KIE untuk masing-masing lokus dapat dilihat pada tabel di
bawah.

Tabel 3.24. Jumlah kegiatan KIE Obat dan Makanan

KIE melalui Penyebaran Pertemuan/ CFD/ seminar/ pameran

. sosialisasi/

1 Informasi langsung ke 38 19 penyebaran/informasi/penyuluhan/

masyarakat

narasumber/dll

KIE melalui Media Sosial Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram,
2 242 217

(konten) Youtube
3 KIE di Media Cetak dan 28 0 Iklan layanan

elektronik masyarakat/talkshow/infografik

Jumlah

B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan melalui
Penyebaran Informasi

Selama tahun 2020, Loka POM di Bima telah melakukan 19 kali
kegiatan KIE langsung ke Masyarakat (3 kegiatan dengan anggaran DIPA
dan 16 kali kegiatan dengan anggaran NonDIPA) dengan jumlah total
peserta 584 orang dengan. Rincian KIE langsung ke Masyarakat (3
kegiatan dengan anggaran DIPA sebagai berikut:
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a. Penyebaran Informasi di Desa O’o, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu dihadiri oleh 30 orang peserta dari perwakilan Karang
Taruna, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, PKK, TNI, Kepolisian
dan Masyarakat Umum.

b. Penyebaran Informasi Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar
Tradisional dihadiri oleh 15 peserta merupakan wakil Penanggung
jawab Pasar dan Petugas Pasar di wilayah kerja Loka POM di Bima.

c. Penyebaran Informasi Cara Ritel Pangan yang Baik di Ritel Modern
dihadiri oleh 15 peserta merupakan wakil Penanggung jawab Ritel
Modern di wilayah kerja Loka POM di Bima.

Sedangkan petugas Loka POM di Bima juga menjadi Narasumber
pada 16 pertemuan vyang diselenggarakan oleh lintas sektor
Kabupaten/Kota, yaitu Dinas Kesehatan Kota Bima/ Kabupaten Bima dan
Kabupaten Dompu, BNNK Kota Bima, Dinas PPPA Kota Bima, Masyarakat
Kecamatan Sape dan Kecamatan Dore.

. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media

Loka POM di Kabupaten Bima rutin melakukan KIE melalui media
social (Instagram/Twitter/Facebook/Youtube/Whatsapp) sebanyak 217
konten berisi kegiatan Loka POM di Kabupaten Bima, Infografis, Repost dari
Kegiatan dan Public Warning dari Badan POM RI.

D. Layanan Informasi Konsumen dan Pengaduan Konsumen

Kegiatan layanan informasi dan pengaduan konsumen dilakukan oleh
Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Loka POM di Kabupaten
Bima. Layanan dapat diakses oleh masyarakat dengan datang langsung
ke kantor ataupun melalui telepon, pesan singkat, surat elektronik dan
media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan whatsapp. Pada
Tahun 2020 terdapat 4 pengaduan yang telah ditindaklanjuti dan 36
permintaan informasi yang telah diberikan. Rincian pengaduan dan
permintaan informasi yang telah dilayani untuk masing-masing lokus
ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 3.25. Jumlah Pengaduan dan Permintaan Informasi dari

Masyarakat
No Lokus Pengaduan Permintaan Jumlah
Informasi
1 Loka POM di Bima 4 36 40
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Selama tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Bima telah menerima 36
permintaan informasi dan 4 pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Jenis
profesi masyarakat yang meminta informasi ke Loka POM di Kabupaten
Bima adalah Apoteker 2 orang, Karyawan 12 orang, LSM 1 orang,
Tenaga Kesehatan lain 3 orang, pelajar 3 orang, pelaku usaha 5 orang
dan masyarakat umum 14 orang. Informasi dan keluhan yang di
sampaikan oleh masyarakat lebih dominan terkait pangan. Loka POM di
Kabupaten Bima telah menerima 36 permintaan informasi dan 4 pengaduan
yang telah ditindaklanjuti. Sebanyak 21 orang lebih memilih untuk mencari
informasi secara langsung ke kantor, melalui telepon 3 orang dan melalui
Whatsapp 12 orang. Adapun rincian permintaan informasi berdasarkan jenis
sarana yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.26. Sarana yang digunakan oleh Masyarakat dalam melakukan Permintaan

Informasi
No Jenis Permin@aan Keterangan
Informasi Loka
1 Langsung 21
2 Telepon 3
3 Fax 0
4 Surat 0
5 Email 0
6 SMS 0
7 Media Sosial 0
8 Kotak Saran 0
9 Whatsapp 12
10  Aplikasi lain (Hallo BPOM 0

Jenis profesi masyarakat yang meminta informasi ke Loka POM di Kabupaten
Bima adalah apoteker 2 orang, karyawan 12 orang, LSM 1 orang, tenaga
kesehatan lain 3 orang, pelajar 3 orang, pelaku usaha 5 orang, masyarakat
umum 14 orang. Informasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat
lebih dominan terkait pangan. Adapun rincian permintaan informasi
berdasarkan profesi masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.27. Profesi Masyarakat yang melakukan Permintaan Informasi

No Jenis Permintaan Lokasi Keterangan
Informasi Loka
1 Apoteker 2
2 Dokter 0
3 Karyawan 12
4 LSM 1
5 Tenaga Kesehatan Lain 0
6 Pelajar/ Mahasiswa 3
7 Pelaku Usaha 5
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8 Sarjana Hukum 0
9 Masyarakat Umum 14
10 Wartawan 0

Loka POM di Kabupaten Bima menerima permintaan informasi
berdasarkan komoditi makanan 25 informasi, kosmetik 4 informasi Obat
Tradisional 5 informasi, Obat 2 informasi. Adapun rincian permintaan
infomasi berdasarkan komoditi sebagai berikut :

Tabel 3.28. Permintaan Informasi berdasarkan Komoditi

Lokasi Keterangan
Loka

No Jenis Permintaan Informasi

N
(631

Makanan dan Minuman
Kosmetik

Obat Tradisional

Obat

Suplemen Kesehatan
PKRT

Alat Kesehatan

Bahan Berbahaya
Informasi Umum

E. Pemantauan Toxicovigilance

O (0 |N [0V |h[WIN |-
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Kegiatan Pemantauan Toxicovigilance merupakan kegiatan
pemantauan kasus dan insiden keracunan yang terjadi melalui investigasi
dan pengumpulan data keracunan di seluruh rumah sakit se- Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Selama tahun 2020, terpantau sebanyak 434 kasus
dengan rincian perkabupaten/kota sebagai berikut : Kota Mataram 90
kasus, Lombok Barat 81 kasus, Lombok Tengah 29 kasus, Lombok Timur
29 kasus, Lombok Utara 113 kasus, Sumbawa 71 kasus dan Sumbawa
Barat 3 kasus dengan rincian penyebab keracunan adalah Pangan 13
kasus, Obat 4 kasus, kosmetik 1 kasus, Lain-lain (bahan kimia, gigitan
ular, gigitan binatang selain ular) 416 kasus. Jumlah total korban 434
orang, dirawat 434 orang, meninggal tidak ada.

Pada Tahun 2020 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Pangan terpantau
sebanyak 4 kasus yang terdiri dari 2 kasus di Kabupaten Bima dan 2 kasus
yang ada di kota Bima dengan jumlah korban terpapar total 260 orang
semua korban dirawat pulang dengan rincian kasus sebagai berikut:

1. Kasus KLB-KP di kota Bima yang terjadi disalah satu ponpes di
kecamatan asa kota dengan jumlah korban 35 orang

2. Kasus KLB-KP di kota Bima yang terjadi salah satu keluarga di
Kel.Sadia Kota Bima dengan jumlah korban 4 orang

3. Kasus KLB-KP di Kabupaten Bima yang terjadi di Kecamatan
Palibelo dengan jumlah korban 94 orang

4. Kasus KLB-KP di Kabupaten Bima yang terjadi di Kecamatan Monta
(Monta Dalam) dengan jumlah korban 127 orang
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F. Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Advokasi/Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan
melalui Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat
dan Makanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Disamping itu pada saat
Advokasi disampaikan juga permasalahan-permasalahan terkait Obat dan
Makanan di masing2 daerah untuk mencari solusi dari permasalahan
seperti permasalahan Terasi mengandung Rhodamin B, garam beryodium
yang belum dikemas, pembinaan UMKM di Kab/Kota, pendampingan
pendaftaran ijin edar produk khas daerah (ayam taliwang, ayam seraten,
ayam rarang, kopi, susu kuda, dll)

Pada Tahun 2020 telah dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut

a. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai SK Gubernur NTB Nomor :
442-29 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020

b. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Bima sesuai SK Bupati Bima Nomor : 188.45/285/07.1
Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020

c. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Sumbawa sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor : 299
Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020

d. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Lombok Barat sesuai SK Bupati Lombok Barat Nomor :
643.A/238.1/DIKES/2020 tanggal 3 Agustus 2020

e. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Lombok Utara sesuai SK Bupati Lombok Utara Nomor :
368/1155.1/DIKES/2020 tanggal 18 Agustus 2020

f. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Sumbawa Barat sesuai SK Bupati Sumbawa Barat
Nomor :188.4.45.1041 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020

g. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Lombok Tengah sesuai SK Bupati Lombok Tengah
Nomor : 452/ Tahun 2020 tanggal 20 November 2020

h. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Dompu sesuai SK Bupati Dompu Nomor
450/383/KESRA/Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020

G. Workshop Jurnalistik dan Pengelolaan Media Sosial di Era Digital
dalam rangka Pengembangan Kompetensi Petugas

Perkembangan arus informasi yang cepat di media cetak maupun
elektronik serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap masalah
kesehatan telah membuat masyarakat semakin kritis dalam memilih dan
menggunakan produk Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai pengguna
media sosial yang terus meningkat secara signikan dari tahun ke tahun,
maka media digital merupakan media yang potensial untuk penyebaran
informasi Obat dan Makanan. Keuntungan lainnya adalah semakin luasnya
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9.

rentang umur yang terpapar oleh informasi Obat dan Makanan. Menjawab
peluang tersebut, Balai Besar POM di Mataram melaksanakan Workshop
Jurnalistik dan Pengelolaan Media Sosial di Era Digital dengan peserta
Pengelola Publikasi di Balai Besar POM Mataram sebanyak 25 orang, 1
orang peserta dari Balpekses Provinsi NTB dan 2 peserta dari Dinas
Kominfotik Provinsi NTB. Dengan Narasumber Kepala Dinas Kominfotik
Provinsi NTB, Bapak I Gede Putu Aryadi dan dari Inside Lombok yang
diwakili oleh Gde Yogi Mahatma dan Bagus Khrisna. Dengan
mengoptimalkan pemanfaatan Instagram sebagai salah satu platform yang
paling banyak di download di playstore, Peningkatan Kompetensi
merupakan salah satu milestone road map "“BBPOM Mataram Eksis”.
Dengan pembekalan jurnalistik dan pengelolaan media digital diharapkan
meningkatkan pemberitaan dan cakupan masyarakat yang
terpapar informasi Obat dan Makanan melalui media digital.

Implementasi Reformasi Borokrasi di BBPOM di Mataram

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber
daya manusia aparatur. Pada tahun 2020, Balai Besar POM di Mataram telah
melakukan serangkaian kegiatan untuk mengimplementasikan reformasi
birokrasi yaitu :

1) Workshop Implementasi Reformasi Birokrasi dengan melalui
Pembangunan Zona Integritas untuk meraih WBK/WBBM
pada Balai Besar POM di Mataram.

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 6-7 Maret 2020
dengan rangkaian kegiatan pembahasan pembangunan ZI yang
diikuti oleh Tim RB BBPOM Mataram dengan Narasumber Bapak
Hamry Gustam Z. dari Motivasi Indonesia dan internalisasi
pendalaman pemahaman Reformasi Birokrasi untuk semua pegawai
dengan narasumber Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan
Evaluasi RB, akuntabilitas Aparatur pengawasan III KeMen PAN dan
RB Ibu Naptalina Sipayung.

2) Desk Evaluasi PMPZI menuju WBK/WBBM oleh TPI Badan
POM RI

Untuk melihat implementasi reformasi birokrasi pada Balai

Besar POM di Mataram, maka pada tanggal 08 Juli 2020 dilakukan

penilaian PMPZI oleh Tim TPI BPOM RI secara daring. Evaluasi

dilakukan oleh TPI Badan POM pada Balai Besar/Balai POM yang

mengusulkan menjadi WBK di Kemen PAN dan RB. Balai Besar POM

di Mataram memperoleh nilai tertinggi evaluasi PMPZI oleh TPI

dengan nilai 92.28 sehingga dapat diusulkan ke Kemen PAN dan RB.

3) Dukungan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBPOM di
Mataram oleh PBF di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai bentuk komitmen dari Pimpinan terhadap reformasi

birokrasi yang telah diimplementasikan di Balai Besar POM Mataram,

maka pada tanggal 21 Juli 2020 Kepala Balai Besar POM di Mataram
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4)

5)

6)

mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Pedagang Besar Farmasi
(PBF) untuk menandatangani pakta integritas dalam mendukung
Pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi pada
Balai Besar POM di Mataram.

Strategi optimalisasi kegiatan RB dalam rangka meningkatkan
indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti
Korupsi (IPAK) dengan Narasumber dari KeMen PAN dan RB
dan Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Nusa Tenggara
Barat.

Pada tanggal 21 Agustus 2020, Balai Besar POM di Mataram telah
menyelenggarakan Zoom Meeting dengan Narasumber Kepala Badan
Pusat statistik Provinsi NTB dan Kemen PAN dan RB untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan harapan dapat
meningkatkan penilaian PMPZI pada komponen hasil (40%), maka
pembangunan Zona Integritas menuju WBK fokus pada dua sasaran
utama yaitu :

a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
(20%) vyang diukur dengan menggunakan ukuran Nilai
persepsi korupsi dan Prosentase penyelesaian TLHP Internal
maupun eksternal.

b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat (20%) yang diukur melalui nilai persepsi kualitas
pelayanan yang diperoleh dari survey oleh BPS kepada
masyarakat penerima layanan publik dari Balai Besar POM
Mataram.

Zoom Meeting Bincang Santai dengan Pelanggan Pelayanan
Publik.

Sebagai tindak lanjut dari peningkatan mutu kualitas
pelayanan publik di Balai Besar POM Mataram, maka pada tanggal 04
September 2020 telah dilakukan kegiatan bincang santai antara Balai
Besar POM di Mataram dengan pelanggan. Acara ini bertujuan untuk
mendengarkan masukan-masukan dari pelanggan terhadap
pelayanan publik yang telah diberikan oleh Balai Besar POM Mataram
sehingga kedepan terjadi peningkatan pelayanan publik sesuai
ekspektasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Desk evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan
tim evaluator Pembangunan ZI KeMen PAN dan RB.

Penilaian akhir dari implementasi RB di Balai Besar POM
Mataram telah dilakukan penilaian oleh Kemen PAN dan RB secara
daring pada tanggal 21 Oktober 2020. Evaluasi pembangunan ZI
Balai Besar POM di Mataram bertujuan untuk menilai implementasi
atas kegiatan pencegahan korupsi dan keberhasilan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Balai menyampaikan
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pemaparan implementasi pembangunan ZI yang telah dilaksanakan
Besar POM di Mataram. Kegiatan Desk dilanjutkan dengan tanya
jawab Tim Evaluator dengan Kepala Balai serta koordinator Kelompok
Kerja (Pokja) 6 area pembangunan ZI.

Balai Besar POM di Mataram telah memberikan pelayanan publik yang
terbaik sebagai bentuk implementasi RB dengan memperoleh peringkat
pertama nilai tertinggi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang
dilakukan oleh Inspektorat Badan POM tahun 2020 dan telah banyak
melakukan inovasi baik dalam pelayanan publik dan percepatan pengujian
laboratorium, salah satu inovasi pada tahun 2020, Inovasi Ikan Tuanku Gesit
dan Gemes memperoleh Peringkat 1 (satu) kategori pegawai Badan POM
pada Lomba Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan POM.
Adapun inovasi lainnya yang telah dilakukan diantaranya:

a. Gas Paman (Pedagang Sayur Keliling Untuk Mewujudkan Keluarga
Sadar Pangan Aman)

b. Silapol (Sistem Laporan Pengujian Sampel Kepolisian Sehari)

Si Jelapp (Sistem Jejak Lacak Pengujian Sampel kepolisian)

. Ikan Tuanku Gesit dan Gemes (Identifikasi Simultan 7 BKO

Golongan Analgesik dalam OT secara GC-MS)

Siinges (Sistem Informasi Gerbang Sertifikasi)

SiDora (Sistem Informasi Dosir Pegawai)

. Pomil (Pojok Milenial)

. Amanah (Kantin Kejujuran)

Segera Kita RB (Sosialiasi Semangat Perubahan-Kuis Ingatan RB)

Jus Bergizi (Jumat Sehat Berbagi Informasi)

. B-Care (BPOM Care)

Duta Antigratifikasi

a0

T X T oa o

10. Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi ISO/IEC 9001 : 2015 dan
ISO/IEC 17025 : 2017

A. Kaji Ulang Dokumen Mutu

Menindaklanjuti Hasil Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM tanggal 12
Maret 2020, maka Balai Besar POM Mataram melakukan integrasi
dokumen sistem manajemen ISO/IEC 17025 : 2017 dengan menyiapkan
Prosedur Teknis Laboratorium (PTL) sebagai pelengkap Manual Mutu
Integrasi ISO/IEC 9001 : 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017 pada Bulan April
2020. Dokumen level 2 yang berupa SOP juga telah dilakukan kaji ulang
dokumen menyesuaikan perubahan Bisnis Proses BPOM. Adanya pandemi
COVID-19 menyebabkan perubahan dokumentasi sistemm manajemen
mutu yang semula dengan Hard Document menjadi Soft Document namun
tetap di dalam kendali Daftar Induk Dokumentasi Sistem Manajemen
Mutu.

B. Audit Internal Integrasi ISO/IEC 9001 : 2015 dan ISO/IEC
17025:2017

Untuk melihat kesesuaian implementasi penerapan sistem
manajemen terintegrasi ISO/IEC 9001 : 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017
maka pada tanggal 11-15 Mei 2020 telah dilaksanakan Audit Internal
Integrasi secara daring dan luring karena kondisi Pandemi COVID-19.
Pelaksanaan Audit Internal Integrasi baru pertama kali dilaksanakan
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secara daring dengan tahap awal pelaksanaan audit dokumentasi sistem
manajemen ISO/IEC 9001 : 2015 dan ISO/IEC 17025:2017. Seluruh
dokumen mutu diupload kedalam bit.ly yang telah disiapkan oleh Auditor.
Pelaksanaan Audit Internal secara Luring hanya dilakukan apabila Auditor
memperdalam ketidaksesuaian yang ditemukan saat audit dokumentasi
sistem manajemen. Jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat
pelaksanaan audit internal integrasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
ketidaksesuaian, 10 Ketidaksesuaian kategori NC, 10 kategori AFI, dan 13
kategori AP (Aspek Positif).

. Rapat Tinjauan Manajemen Terintegrasi ISO/IEC 9001 : 2015 dan
ISO/IEC 17025:2017

Untuk menjamin implementasi penerapan sistem manajemen
terintegrasi ISO/IEC 9001 : 2015 dan SNI/ISO 17025:2017 sesuai dengan
sasaran mutu yang telah ditetapkan, pada tanggal 23 Juni 2020 telah
dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dipimpin oleh Kepala
BBPOM Mataram dan dihadiri oleh Pejabat Struktural, Perwakilan dari
setiap Bidang/Bagian serta anggota Tim MR, Auditor Internal, dan
Dukungan Teknis dan Manajemen. Resume RTM dijadikan titik ukur untuk
melakukan peningkatan berkelanjutan sekaligus mengevaluasi capaian
sasaran mutu dan mengatasi permasalahan serta mencari peluang
peningkatan berkelanjutan.

. Surveilan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional
dan ISO/IEC 9001 : 2015 oleh TuV Rheinland

Pada tanggal 05-06 November 2020 telah dilakukan surveilan ke-2
ISO/IEC 17025 : 2017 oleh KAN di Lab BBPOM Mataram dengan jumlah
ketidaksesuaian 34 ketidaksesuaian, kategori 2 sebanyak 22 dan kategori
observasi sebanyak 12 ketidaksesuaian dan tidak ada ketidaksesuaian
kategori 1 (Mayor). Pelaksanaan Surveilan ke-2 dilakukan sepenuhnya
secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Seluruh ketidaksesuain
telah ditindaklanjuti dengan hasil memuaskan pada bulan Januari 2021
sehingga status Akreditasi masih tetap dapat dipertahankan. Pada tanggal
21-22 September 2020 dilaksanakan Surveilan ke-2 ISO/IEC 9001 : 2015
di BBPOM Mataram secara luring oleh TUV Rheinland. Hasil audit
merekomendasikan BBPOM Mataram masih tetap dapat mempertahankan
status Sertifikasi ISO/IEC 9001 : 2015 dengan tidak ada temuan minor
(NC) dan 6 OFI dan 15 Aspek Positif (AP).

. On The Job Training di BBPOM Mataram, Magang di P3OMN, dan

Pelatihan Eksternal Pengujian.

Laboratorium Balai Besar POM di Mataram sejak tahun 2004 telah
terakreditasi ISO/IEC 17025 oleh KAN-BSN senantiasa berorientasi kepada
"Scientific Base” dalam pengambilan sebuah keputusan dan secara
konsisten selalu melakukan Continuos Improvement dalam kegiatan
pengujian Obat dan Makanan di laboratorium. Oleh karenanya diperlukan
personel penguji laboratorium yang terdidik dan terlatih serta dituntut
untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui
proses pembelajaran yang terus menerus. Manajemen laboratorium harus
memastikan kompetensi semua personil yang mengoperasikan peralatan
tertentu, melakukan pengujian, mengevaluasi hasil dan menandatangani
laporan pengujian. Untuk meningkatkan kompetensi penguji, maka
masing-masing Laboratorium menyelenggarakan In House Training
dengan mengundang Narasumber dari Avogadro terkait implementasi
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Jaminan Mutu Hasil Pengujian pada Bulan Maret 2020. Selain
menyelenggarakan kegiatan On The Job Training, dalam rangka
meningkatkan kompetensi terutama terhadap parameter uji baru, maka
beberapa orang personel laboratorium juga melaksanakan Magang di
Laboratorium P3OMN dan mengikuti pelatihan eksternal pengujian secara
Daring karena kondisi pandemi COVID-19.

Peserta yang telah mengikuti pelatihan dilakukan evaluasi melalui
diseminasi untuk sharing knowledge ilmu pengetahuan yang diperolehnya
kepada rekan-rekan lainnya.
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Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Mataram
merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan khususnya di Provinsi Nusa
Tenggara Barat sehingga harus dapat mengantisipasi dinamika lingkungan strategis
terkait kesehatan. Perubahan tersebut, baik yang berpengaruh secara langsung maupun
tidak langsung pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, harus dapat diantisipasi
secara cepat dan tepat dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko
Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Dalam melaksanakan program
Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Sasaran Strategis 2020-2024 dan
Rencana Kinerja Tahunan 2020, permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di
Mataram sebagai berikut :

. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020 WHO telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-
19) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai wabah penyakit
yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai upaya menekan laju penyebaran
Pemerintah melakukan Physical/sosialdistancing, melakukan tes massal dengan rapid
tes dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada sejumlah daerah,
refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementrian/Lembaga untuk percepatan
penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi memerangi Covid-19 dengan
menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi makanan bergizi dan
berolahraga secara rutin. Selain itu masyarakat juga harus menerapkan protokol
Kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand
sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi
yang disingkat 5 M. Balai Besar POM di Mataram tetap melaksanakan aktivitas
pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan public dengan metode work from home
(WFH) dan work from office (WFO) dengan menerapakan protokol kesehatan.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan pelayanan publik secara
tatap muka dibatasi dan dioptimalkan melalui online atau secara daring.

. Kasus Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Stunting merupakan dampak asupan gizi yang kurang pada awal kehidupan 1000
hari pertama kehidupan dan mempunyai konsekuensi berat pada masa dewasa baik
secara fisik, intelektual maupun ekonomi. Berdasarkan data Jumlah kasus stunting di
Nusa Tenggara Barat (NTB) tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 33,5 % dari jumlah
balita, di atas angka nasional 29,6%. Kasus ini dapat diminimalisasi dengan perbaikan
kualitas konsumsi pangan melalui peran industri dan pemerintah daerah dalam
ketersediaan pangan yang terjangkau, beragam, aman, dan bergizi, diantaranya
dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting.

Sesuai komitmen Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam SK Gubernur NTB
Nomor 050.13-172 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
dan Tim Stunting Terintegrasi untuk Mendukung Aksi Pencegahan dan Percepatan
Penurunan Stunting di Provinsi NTB, dengan melibatkan peran Balai Besar POM di
Mataram. Dari sisi pengawasan Obat dan Makanan penurunan stunting dapat
diintervensi dari beberapa aspek, diantaranya pengawasan produk pangan fortifikasi
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(garam beryodium, tepung terigu, minyak goreng sawit) yang diupayakan melalui
verifikasi cara produksi pangan yang baik, sampling dan uji pangan fortifikasi,
pengawasan iklan dan label serta pemberdayaan masyarakat melalui Germas SAPA,
GKPD, Pasar Aman, dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah.

. Promosi Produk Obat dan Makanan di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi gaya hidup
masyarakat. Pergeseran gaya komunikasi masyarakat melalui media online telah
mempengaruhi perilaku konsumen mendapatkan kebutuhan sehari-hari, termasuk Obat
dan Makanan. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia /APJII pengguna
internet di NTB mencapai 68,2%. Dari jumlah tersebut sekitar 15% diantaranya
memanfaatkan internet untuk transaksi ekonomi, diantaranya melakukan jual beli
produk dan jasa secara online (daring). Penjualan obat dan makanan secara daring
memiliki celah peredaran produk yang tidak memenuhi syarat termasuk produk ilegal
karena belum diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring dilakukan sesuai Peraturan Badan
POM Nomor 8 tahun 2020 dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko obat dan
makanan yang tidak aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu/bergizi yang
diedarkan secara daring. Upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Mataram adalah
melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga seluruh komponen masyarakat
agar dapat menjadi konsumen cerdas dalam menentukan produk yang akan dibeli
secara on line. Selain melakukan edukasi, pengawasan rutin melalui sampling dan
pengujian Obat dan Makanan di peredaran yang dibeli melalui online, juga melakukan
cyber patrol khususnya promosi penjualan produk OMKA melalui media sosial
(facebook, instagram), sebagai salah satu informasi awal dalam pelaksanaan
pemberantasan peredaran produk ilegal di Nusa Tenggara Barat.

. Peredaran Obat Ilegal Dan Penyalahgunaan Obat

Sejak Tahun 2016, di beberapa daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat merebak
isu penyalahgunaan PCC, Carnophen, Somadril, tramadol dan trihexyphenidil. Sudah
banyak pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh Badan POM dan Kepolisian
terkait produksi dan peredaran gelap obat-obatan tersebut. Di provinsi Nusa Tenggara
Barat peredaran gelap Tramadol sangat memprihatinkan, Tramadol bukan hanya
menyasar orang dewasa hamun remaja juga menjadi targetnya. Hal ini tentunya akan
berdampak buruk pada generasi penerus di masa mendatang. Sepanjang tahun 2016
sampai tahun 2020 kasus peredaran gelap Tramadol dan Trihexyphenidyl di Nusa
Tenggara Barat tercatat mencapai 90 kasus.

Adanya temuan produk Ilegal mengindikasikan bahwa supply dan demand
terhadap sediaan farmasi ilegal masih tinggi. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses
pembelian (secara online) menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena segi
kepraktisannya. Disisi lain, temuan ini juga mengindikasikan bahwa Badan POM dan
Kepolisian secara terus menerus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan
ilegal untuk melindungi masyarakat dari resiko obat yang tidak aman. Balai Besar POM
di Mataram juga menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat tidak dapat
ditangani sendiri sehingga perlu dikoordinasikan dengan lintas sektor terkait.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat harus dimulai dari semangat

Laporan Tahunan [
- Balai Besar POM di Mataram

™ 2020



<@) Permasalahan

dan persamaan persepsi antar penegak hukum bahwa tindak pidana di bidang Obat
adalah termasuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak tatanan kehidupan saat
ini serta berpengaruh besar terhadap kehidupan generasi penerus di masa mendatang.

Untuk mengantisipasi trend, modus dan untuk mengatasi kendala-kendala baik
teknis dan yuridis dalam proses penyelidikan dan penyidikan obat diperlukan upaya
optimalisasi fungsi intelijen terhadap kejahatan obat dan perlunya dikomunikasikan
kembali terkait persamaan persepsi antar lintas sektor terutama yang terkait dalam
jaringan “Criminal Justice Sistem (CJS)” dalam proses penyidikan tindak pidana di
bidang Obat dan Makanan. Pada tahun 2020 telah dilakukan serangkaian kegiatan
operasi dalam rangka pemberantasan Obat illegal. Kegiatan Penyidikan Obat dan
Makanan Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun
2020 dari 21 kasus investigasi awal 13 kasus ditindaklanjuti secara pro-justitia dan
8 kasus ditindaklanjuti non pro-justitia

. Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Tentang Obat dan Makanan Belum
Memadai

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi produksi, transportasi dan
teknologi promosi, sering mendorong penggunaan Obat dan Makanan secara irasional
di masyarakat. Disamping itu, kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai
kelemahan suatu produk, sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen
terhadap keamanan dan kemanfaatan produk. Hal ini merupakan tantangan Balai Besar
POM di Mataram dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menyaring dan
memanfaatkan berbagai informasi Obat dan Makanan yang memenuhi persyaratan.
Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya intensifikasi, sosialisasi dan KIE
tentang Obat dan Makanan. Pada tahun 2020 telah dilakukan Penyebaran Informasi
Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB sebanyak 16 kegiatan bekerja
sama dengan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, dengan peserta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kader PKK, Posyandu, Karang Taruna, Pelaku Usaha,
Mahasiswa dan Masyarakat Umum sebanyak 3.295 orang.

Kegiatan KIE Obat dan Makanan telah dilakukan oleh Balai Besar POM di
Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima melalui beberapa kegiatan, yaitu KIE Obat
dan Makanan melalui Penyebaran Informasi, KIE melalui Media, Layanan Informasi dan
Pengaduan Konsumen, Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID). Selain itu kegiatan KIE Obat dan Makanan juga bekerjasama
dengan stakeholder terkait, serta dilakukan advokasi kepada pemangku kepentingan
untuk mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui Penyebaran Informasi langsung
ke masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, bimbingan teknis, narasumber,
kunjungan mahasiswa, CFD, seminar, pameran. Sedangkan KIE melalui Media yaitu
media sosial (Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Youtube), media cetak, media
elektronik dan media online.

. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Inpres No 3
Tahun 2017

Permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan sangat kompleks dan
selalu terjadi, seperti penyalahgunaan obat, obat tanpa izin edar dan makanan yang
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mengandung bahan berbahaya. Dengan terbitnya Inpres No 3 tahun 2017 tentang
Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dan peraturan pelaksananya
yaitu Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang telah diperkuat dengan Instruksi
Gubernur Nomor 440/321/KUM Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat
dan Makanan di Provinsi NTB, dimaksudkan agar masing-masing instansi mengambil
langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan
pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu indikator keberhasilan pengawasan Obat dan Makanan telah
terlaksana dengan efektif, dapat dilihat dari umpan balik Pemda dalam hal ini Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan Balai/Balai Besar POM di
Mataram. Selama tahun 2020 respon Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap
rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Balai Besar POM di Mataram maupun Loka
POM Kabupaten Bima masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih efektifnya tindak lanjut
pegawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah, maka telah dilakukan upaya
untuk menjembatani kurangnya sumber daya khususnya terkait anggaran, Badan POM
telah memfasilitasi tersedianya anggaran bagi Pemda melalui DAK Non Fisik Sub Bidang
Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dialokasikan mulai Tahun Anggaran 2020.
Adapun 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat
dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok
Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota
Bima, dan Kabupaten Bima.

Pada tahun 2020 Badan POM mengembangkan aplikasi Smart BPOM yang
mengintegrasikan hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai
Besar/ Balai POM dan tindak lanjut Pemerintah Daerah yang juga dilengkapi menu
monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Pengawasan Obat dan Makanan TA 2020.
Diharapkan Pemerintah Daerah mempunyai komitmen kuat dalam mengawal hasil
pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram
dengan mengalokasikan anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan secara
mandiri. Oleh sebab itu perlu terus dilakukan advokasi ke Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota dan DPRD sehingga pengawasan Obat dan Makanan di daerah dapat
berjalan efektif dan efisien sesuai amanat Inpres Nomor 3 tahun 2017.
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Balai Besar POM di Mataram bersama Loka POM di Kabupaten Bima pada tahun 2020
telah melaksanakan program/ kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan rencana, tepat waktu dan dapat melebihi
target yang telah ditetapkan. Meskipun sejak akhir Maret 2020 terjadi pandemi COVID
19 aktivitas pengawasan dan pelayanan publik dengan metode Work From Home (WFH)
dan Work From Office (WFO) dengan menerapkan protokol kesehatan, pelaksanaannya
secara tatap muka dibatasi dan dioptimalkan melalui online atau secara daring. Adapun
capaian kegiatan selama tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan

a. Sampling Obat dan Makanan yang dibiayai dari anggaran DIPA (rutin) karena ada
pehematan anggaran sekitar 50 % sehingga turun menjadi 1487 sampel,
sebanyak 9 sampel Tanpa Ijin Edar/Kadaluarsa (0,60%) tidak perlu dilakukan
pengujian laboratorium lebih lanjut. Dari 1478 sampel dilakukan pemeriksaan
label, pemerian dan pengujian laboratorium dengan parameter uji kritis (wajib)
sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: sebanyak 1162 sampel (78,62%)
memenuhi syarat uji dan memenuhi ketentuan label, sebanyak 175 sampel
(11,84%) memenuhi syarat uji namun tidak memenuhi ketentuan label, 58
sampel (3,92%) sampel memenuhi ketentuan label namun tidak memenuhi syarat
uji, 23 sampel (1,56%) tidak memenuhi syarat uji dan tidak memenuhi ketentuan
label serta 60 sampel khusus pangan purpsive (4,06%) tidak memenuji syarat uji.

b. Sampel kasus dan penelusuran kasus sebanyak 12 sampel (100%) semua hasil
ujinya memenuhi syarat karena sesuai dugaan. Sampel Laboratorium Keliling
sebanyak 214 sampel dengan hasil 190 sampel (88,79%) memenuhi syarat dan
24 sampel (11,21%) tidak memenuhi syarat. Sampel pengujian Laboratorium
Unggulan Uji DNA Porcine dari 10 Balai Besar/Balai POM sebanyak 32 sampel
dengan hasil uji sampel 23 (71,87%) memenuhi syarat dan 9 sampel (28,13%)
tidak memenuhi syarat. Sampel pihak ketiga sebanyak 967 sampel dengan hasil
922 sampel (95.35%) memenuhi syarat dan 45 sampel (4,65%) tidak memenubhi
syarat.

c. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Mataram
sebanyak 92 sarana dengan hasil 47 sarana (51,10% memenuhi ketentuan dan
45 sarana (48,90%) tidak memenuhi ketentuan, sedangkan pemeriksaan sarana
produksi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebanyak 42
sarana dengan hasil 14 sarana (33,34%) memenuhi ketentuan dan 28 sarana
(66,66%) tidak memenuhi ketentuan.

d. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Mataram
sebanyak 276 sarana dengan hasil 178 sarana (64,50%) memenuhi ketentuan
dan 98 sarana (35,50%) tidak memenuhi ketentuan, sedangkan pemeriksaan
sarana distribusi Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Bima sebanyak
262 sarana dengan hasil 203 sarana (77,48%) memenuhi ketentuan dan 59
sarana (22,52%) tidak memenuhi ketentuan.

e. Pengawasan iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, pangan
dan rokok oleh Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima
sebanyak 1563 iklan dengan hasil sebanyak 1002 iklan (64,11%) memenubhi
ketentuan dan sebanyak 561 iklan (35,89%) tidak memenuhi ketentuan.

f. Pengawasan label obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, pangan
dan rokok oleh Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM di Kabupaten Bima
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sebanyak 1625 label dengan hasil sebanyak 1291 label (79,45%) memenuhi
ketentuan dan sebanyak 334 label (20,55%) tidak memenuhi ketentuan.

2. Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM
di Kabupaten Bima pada tahun 2020 dari 21 kasus investigasi awal 13 kasus
ditindaklanjuti secara pro-justitia dan 8 kasus ditindaklanjuti non pro-justitia.

3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan
Penyebaran Informasi dilakukan oleh Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM di
Kabupaten Bima sebanyak 57 kegiatan dengan jumlah peserta sekitar 3.295 orang yang
terdiri dari Kader PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Mahasiswa, Pelaku usaha,
Karang Taruna dan Masyarakat Umum.

4. Realisasi anggaran DIPA Balai Besar POM di Mataram tahun 2020 secara keseluruhan
adalah sebesar Rp.25.333.835.101,- dari target Rp.26.115.742.000, - sehingga capaian
(97,7%) yang meliputi belanja pegawai 93,56%, belanja barang 99,55%, dan belanja
modal 100,0%.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2020 diperoleh dari pelayanan publik
pengujian sampel dari pihak ketiga sebesar Rp. 1.005.200.000,- dari target Rp.
290.596.919 sehingga pencapaian (345,91%).
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Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugas fungsi
pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat/khasiat
dan mutu serta untuk meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan lokal Provinsi
Nusa Tenggara Barat, maka pada tahun 2021 Balai Besar POM di Mataram dan Loka POM
di Kabupaten Bima harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain :

1. Komitmen mengimplementasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara
berkelanjutan dalam setiap aspek pelaksanaan tugas fungsi pengawasan Obat dan
Makanan di Nusa Tenggara Barat dalam mendukung Badan POM mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel

2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin kesinambungan program
pengawasan Obat dan Makanan di daerah, melalui DAK Non Fisik Sub Bidang
Pengawasan Obat dan Makanan TA 2021, diharapkan program pengawasan Obat
dan Makanan di daerah berjalan lebih sinergi, terpadu dan efektif

3. Memperkuat jejaring Criminal Justice System/ CJS dalam upaya pemberantasan
produk Obat dan Makanan Ilegal sebagai implementasi Nota Kesepahaman Kepala
Badan POM dan Kepolisian RI tentang Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana
di Bidang Obat dan Makanan, di daerah.

4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan program
pengawasan Obat dan Makanan di NTB, termasuk layanan publik sehingga dapat
dilakukan lebih efektif, mudah dan cepat.

5. Memperluas jangkauan Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebagai upaya
pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif dengan memanfaatkan media
elektronik radio, televisi, media cetak, media social (FB, WA, Istagram dll.)
maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat agar mampu melindungi diri dari
Obat dan Makanan yang beresiko terhadap Kesehatan.

6. Hasil Pengujian Laboratorium merupakan dasar pengambilan keputusan
pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat dari Obat
dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, sehingga harus didukung dengan
Alat Laboratorium, Suku Cadang dan Baku Pembanding yang memadai, agar
mampu melakukan pengujian Obat dan Makanan di peredaran sesuai dengan jenis
produk yang terus berkembang.

7. Menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui sinkronisasi perencanaan,
anggaran, dan kinerja yang berorientasi hasil, melakukan monitoring dan evaluasi
berkala atas capaian kinerja dan tindak lanjutnya, memanfaatkan hasil evaluasi
sebagai dasar perbaikan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

8. Pemenuhan kuantitas SDM melalui penyusunan ABK yang tepat, peningkatan
kualitas SDM melalui pengembangan kompetensi yang memadai secara terstuktur
dan berkelanjutan, mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi sebagai upaya
menghadapi tantangan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan
dinamis saat ini.
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